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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan 
bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 
tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
1 ا Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
2 ب b be 
3 ت t te 
4 ث ts te dengan es 
5 ج j je 
6 ح h ha dengan garis bawah 
7 خ kh ka dengan ha 
8 د d de 
9 ذ dz de dengan zet 
11 ر r er 
11 ز z zet 
12 س s es 
13 ش sy es dengan ye 
14 ص s es dengan garis bawah 
15 ض d d dengan gaaris bawah 
16 ط t te dengan garis bawah 
17 ظ z zet dengan garis bawah 
18 ع „ 
koma terbalik di atas hadap 
kanan 
19 غ gh ge dengan ha 
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21 ف f ef 
21 ق q ki 
22 ك k ka 
23 ل l el 
24 م m em 
25 ن n en 
26 و w we 
27 ﻫ h ha 
28 ء , Apostrof 
29 ي y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Vokal Nama Trans. Nama 
  َ  Fatḥah A/a A 
  َ  Kasrah  I/i I 
  َ  Ḍammah  U/u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Vokal rangkap Nama Trans. Nama 
ي ـ Fatḥah dan ya’ Ai/ai A dan I 
و ـ fatḥah dan wau Au/au A dan u 
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Contoh : 
     Kaifa 
     Ḥaula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Vokal panjang Nama Trans. Nama 
ا  َ  Fatḥah dan alif 
ā a dan garis di atas 
ى  َ  Fatḥah dan alif maqṣūrah 
ي  َ  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و  َ  Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh : 
      Māta 
     Ramā 
     Qīla 
       Yamūtu 
 
D. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ( ة atau ـة  ) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah 
itu ditransliterasikan dengan h. Contoh: 
                 Rauḍah al-aṭfāl 
                     Al-madīnah al-fāḍilah 
         Al-ḥikmah 
 
E. Syaddah 
Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam abjad 
Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid      ), dalam transliterasi ini 
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: 
     Rabbanā 
      Najjainā 
      Al-Ḥaqq 
      Al-Ḥajj 
     Nu‘‘ima 
     ‘Aduww 
 
 ika huruf   bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
     ـ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh: 
      ‘Alī 
       ‘Arabī 
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F. Kata sandang 
Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ل  (alif lam 
ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 
al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
        Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) 
           Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) 
            Al-Falsafah 
         Al-Bilād 
 
G. Hamzah 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof  ‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: 
          
Ta’murūna 
        An-Nau’ 
     
Syai’un 
       Umirtu 
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H. Lafẓ al-Jalālah 
Lafẓ al-jalālah  lafal kemuliaan) “Allah”   لله) yang didahului partikel seperti 
huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh: 
       Dīnullāh       Billāh 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf t. Contoh: 
                Hum fī rahmatillāh 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi 
atau pengucapan atau penulisannya. 
ةنسلا لهأ Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah 
 
J. Pengecualian 
Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada: 
1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur‟an 
2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi 
3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti 
Munir 
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-
bayan 
 
xvii 
 
ABSTRAK 
Nama     : Abuzar 
Nim   : 90100114077 
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam 
Judul Skripsi  : Tinjauan Transaksi Anjak Piutang Terhadap Praktik 
Arisan Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam 
Permasalahan awal dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai 
transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu rumah tanggga yang sering terjadi 
di desa Bone kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. permasalahannya dapat diuraikan 
kedalam beberapa sub masalah terhadap penelitian, yaitu: (1) Bagaimanakah bentuk 
transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu rumah tangga?.(2) Bagaimanakah 
bentuk transaksi  anjak piutang terhadap praktik arisan berdasrkan perspektif islam?. 
Fokus penelitian ini yakni praktik anjak piutang dalam arisan Jenis penelitian 
yang dijadikan paradigma peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan Fenomologi dan kritik . Adapun sumber data dari 
penelitian ini adalah yaitu mengambil data dengan cara wawancara dan data sekunder 
dari beberapa media tulis baik dari buku maupun jurnal. Adapun penguji keabsahan 
data dengan menggunakan tekhnik triangulasi data dan triangulasi teori untuk 
meningkatkan validitas dan reabilitas data. 
Berdasarkan Hasil penelitian ada dua bentuk transaksi anjak piutang yang 
terjadi di desa Bone kec.Bajeng. pertama, Bentuk transaksi anjak piutang  secara 
langsung. Kedua, Bentuk transaksi anjak piutang secara tidak langsung. Dari kedua 
bentuk transaksi anjak piutang tersebut sama-sama memiliki tambahan yang melebihi 
nilai pokok yang Menurut beberapa informan baik dari  tokoh agama, akademisi dan 
berkaitan dengan pendapat mazhab syafi’I bahwa yang demikian itu terindikasi riba 
dan gharar, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi anjak piutang piutang dalam 
praktik arisan ibu rumah tangga yang terjadi di desa Bone kecamata Bajeng 
kabupaten Gowa sangat tidak adil karena  tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
ekonomi islam. 
 
Kata kunci: transaksi;; piutang; anjak; arisan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia tidak bisa lepas dari kegiatan akad atau transaksi dengan sesama 
dengan kata lain tidak bisa hidup sendiri. Relasi antara sesama manusia dalam islam 
disebut muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur 
manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.1 Misalnya 
dalam jual beli, jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis demi 
kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat didefinisikan sebagai 
pertukaran harta atas dasar saling suka rela atau memindahkan milik dengan ganti 
yang dapat dibenarkan.2 Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu 
metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut kapitalis dan 
tidak juga dari sudut sosialis, akan tetapi Islam membenarkan hak individu tanpa 
merusak masyarakat. 
Syariat Islam mengatur aktivitas muammalah, khususnya dalam bidang 
ekonomi. Prinsip dalam bermuammalah apapun dibolehkan, kecuali yang dilarang. 
Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan 
aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus 
keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. sebab ajaran ekonomi 
                                                             
1
 H. Hendi Suhendi, Fiqh Mujamalah,(Jakarta: Rajawali Pers,2016) h. 2 
2
 Baerin Octaviani,” Konsep Anjak Piutang Syariah” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 
Vol. 6 No. 2 Desember 2015 
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islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya tidak adilan 
dan kedzaliman yang mata rantainya berefek kepada kemiskinan.3 Disinilah kita 
dapat menyimpulkan betapa hebatnya syariat dalam agama kita. 
 Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, untuk memenuhi 
kebutuhan, manusia tidak lepas dari kegiatan muammalah yang mana dengan itu 
kebutuhan ekonomi akan terpenuhi, Islam juga mengatur tentang perekonomian 
dengan berdasar pada nilai sosial dan keadilan, dengan tidak hanya mengutamakan 
keuntungan dengan merugikan pihak lain, seperti melakukan transaksi yang disertai 
dengan bunga utang, jangan sampai riba hanya disudutkan pada bunga Bank 
saja,padahal bunga yang dimaksud disini adalah tambahan atas piutang secara 
umum.
4
 Karena mayoritas masyarakat kita biasanya menganggap bahwa ribah hanya 
terdapat pada bunga Bank. 
Al-Qur'an dan sunnah telah  mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan 
materi, bagaimana kita memperoleh materi, jelas kita harus bertransaksi dengan orang 
lain, misalnya melakukan utang-piutang, dalam Al-Qur’an dan hadits jelas 
memberikan rambu-rambu agar kita tidak melakukan riba, Rasulullah menegaskan 
bahwa “Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa 
itu adalah uang riba maka dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 
                                                             
3Ummi Kalsum,”Analisis hukum dan Dampak Riba Terhadap Perekonomian”:jurnal Al-
Adl,Vol. 7, No. 2,juli 2014 
4Ummi Kalsum,”Analisis hukum dan Dampak Riba Terhadap Perekonomian”:jurnal Al-
Adl,Vol. 7, No. 2,juli 2014 
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kali”(HR. Ahmad dari Abdulloh bin Hanzholah dan shahihkan oleh Al-Albani dalam 
shahi Al-jami’ no.3375). 
 Transaksi yang jika disertai dengan bunga utang maka selain merugikan diri 
sendiri maka salah satu pihak juga akan dirugikan dan itu tidak sesuai dengan aturan 
ajaran Islam. Allah SWT mengancam para pemakan riba dalam firman-Nya: 
ِنَإف  َوِّن ٖبَۡرِبِ 
ْ
اُوىَذ
ۡ
أَف 
ْ
اُولَعۡفَت ۡم
َّ
لٱ ِ َّللّ  ِِلوَُسرَو  ۦ  ۡمُتُۡبت نوَإِ  ُسوُُءر ۡمَُكل
َف
 َنوُهَلۡظُت 
َ
لََو َنوُِهلۡظَت 
َ
لَ ۡمُِكلَٰ َوۡن
َ
أ٢٧٩  
Terjemahnya:  
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya5. 
 Maksud dari ayat tersebut jika tetap mengambil melaksanakan transaksi yang 
mengandung riba, maka Allah dan Rasulnya mengancam perang, jika bertaubat,maka 
harta pokoknya saja yang diambil, tambahan riba tidak boleh diambil. Janganlah 
berbuat dzalim dengan mengambil lebih dari harta pokok, jangan pula di dzolimi 
dengan mengambil kurang dari harta pokok tadi. Islam menganggap bunga sebagai 
suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik itu secara 
ekonomi sosial maupun moral. Oleh karena itu, kitab suci alquran melarang kaum 
muslim memberi maupun menerima bunga dalam surah al-baqarah ayat 278-279 
allah SWT melarang riba dan mempertegas bahwa bunga itu melanggar hukum dalam 
                                                             
5Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qura‟an dan Terjemahnya,(Qs. AlBaqarah: 
279) 
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Islam pembayaran angsuran berat secara terus menerus telah merendahkan standar 
kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak-anak mereka. Hal 
tersebut bukan saja mempengaruhi pribadi dan keluarga peminjam, namun juga akan 
mempengaruhi perekonomian negara.6 Salah satu ciri dari kemajuan perekonomian 
negara dapat dilihat dari pendapatan masyarakat. 
Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan 
tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa 
dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah 
tentang bunga bank, hingga saat inipun masalah bunga bank masih dibahas baik di 
lingkungan akademis hingga nasional, ini di karenakan masih ada beberapa 
perbedaan tentang status bunga bank.7 Dalam hal ini ada tiga pendapat yang 
berbeda:pertama, mengharamkan semua jenis bunga. Kedua, mengharamkan bunga 
yang berlipat ganda saja. Ketiga, membolehkan bunga atas dasar kepentingan atau 
alasan yang darurat. 
Dasar dari ekonomi Islam adalah saling menguntungkan baik dari pihak 
pembeli (konsumen) maupun penjual,oleh karena itu ketika al-Qur’an menjawab 
tentang anggapan orang Yahudi yang menyatakan bahwa bunga utang itu sama 
dengan riba, karena sama-sama memperoleh keuntungan. Namun al-Qur’an berbicara 
lain, karena Allah menghalalkan bunga hutang dan mengharamkan riba. Dalam Islam 
                                                             
6Muhammad syafi‟i antonio, bank syariah dari teori ke praktik, (jakarta: gemainsani pres, 
2001), h. 78 
7Abdul Salam, Bunga Bank Dalam Perspekif Islam.Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol 
III, No. 1 Juni 2013 
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masalah riba tidak hanya membahas pada bunga bank saja, namun bisa terjadi pada 
kegiatanperekonomian lainnya, bunga bank yang menjadi pokok perbedaan pendapat 
apakah riba ataubukan, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam 
memahami riba. Sehingga dalam kegiatan perekonomian, seperti utang piutang, dan 
transaksi yang lain mereka masih memasukkan bunga utang didalamnya. Karena pada 
dasarnya utang piutang harus terlepas dari unsur komersial dan usaha yang 
berorientasi pada keuntungan.8 
 Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat yang menurut penulis menarik 
dan perlu untuk dibahas secara mendalam yaitu transaksi anjak piutang yang ada pada 
kegiatan Arisan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga atau masyarakat. Transaksi 
anjak piutang ini sering terjadi dikarenakan adanya anggota dari perkumpulan arisan 
tersebut merasa bahwa tidak bisa melanjutkan pembayaran kedepannya dan ada juga 
dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga dengan bahasa menjual 
arisannya kepada orang lain dengan catatan arisan yang dijual kepada orang lain lebih 
rendah dibanding dengan apa yang sudah di bayar kepada pihak pemegang arisan 
tersebut. Penambahan dari nilai pokok dan penentuan pembayaran yang tidak jelas 
waktunya inilah yang masih belum jelas statusnya bagi penulis. Karena itulah penulis 
ingin membahas masalah ini untuk mengetahui bagaimana transaksi anjak piutang 
berdasarkan perspektis islam didalam arisan. Dari apa yang menjadi pembahasan 
sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan lebih jauh 
                                                             
8Abdul Aziz Ramdansyah,”Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”,STAIN KUDUS: 
jurnal bisnis dan manajemen islam, Vol. 4,No. 1, juni 2016  
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permasalahan ini dengan judul.”Tinjauan Transaksi Anjak Piutang dalam Praktik 
Arisan ibu rumah tangga  Berdasarkan Perspektif Islam” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan 
adalah:  
1. Bagaimanakah bentuk transaksi anjak piutang terhadap praktik Arisan ibu 
rumah tangga? 
2. Bagaimanakah transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu rumah 
tangga berdasarkan perspektif Islam ? 
C.   Kajian Pustaka 
  Adapun karya ilmiah yang membahas tentang anjak piutang yaitu: 
pertama, oleh jurnal Y. Sonafist (Dosen STAIN Kirinci) dengan judul“ Utang Piutang 
Dalam Perspektif Fiqih” menyimmpulkan bahwa secara umum ulama menganggap 
sah melakukan jual beli piutang jika dilakukan kepada orang yang berhutang, dan 
tidak sah jika dilakukan kepada orang yang tidak bertanggung jawab terhadap utang 
tersebut. Ulama malikiyah membolehkannya akan tetapi dengan syarat-syarat yang 
ketat.9 
 Kedua, Jurnal Mujar ibnu Syarif yang berjudul “Konsep Riba Dalam Al-
Qur’an Dan Literatur Fiqih” menyatakan bahwa mayoritas Ulama tafsir (jumhur al-
mufassirin) berpendapat ,yang dimaksud dengan riba adalah segala sesuatu yang di 
                                                             
9Y. Sonafist, “Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih”STAIN KERINCI:jurnal islamika,vol 
15,No. 1,tahun 2015 
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transansikan terhadap orang lain yang tujuannya bukan menggapai ridha Allah Swt., 
akan tetapi hanya sekedar keuntungan duniawi semata. Al-Qur’an ternyata tidak 
secara eksplisit menyebut tentang keharaman riba, Karena itu,Para ulama berbeda 
pendapat tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba di dalam Al-
Qur’an.10 
 Ketiga, Jurnal Harun yang berjudul”Riba Menurut Pemikiran M.Quraish 
Shihab”,menyatakan bahwa menurutnya tidak semua tambahan bisa dikatakan riba 
harus ditinjau  secara tekstual dan konstekstual, meskipun sacara teks dikatakan riba 
akan tetapi dlihat secara kontekstual tidak mengandung kedzoliman, penganiyaan 
atau penindasan maka tidak bisa dikata 
kan riba.11 Setelah membaca dan menganalisa beberapa karya tulis ilmiah yang 
menyangkut masalah utang piutang dan riba penulis menentukan penelitian pada 
aspek tinjauan transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu rumah tangga. 
Skripsi ini lebih memfokuskan pada konsep Keadilan terhadap transaksi anjak 
piutang. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih cenderung membahas utang piutang 
dan riba dalam perspektif islam secara umum. 
 
 
 
                                                             
10Mujar ibnu syarif,”Konsep Riba Dalam Al-qur’an dan Literatur Fiqih:jurnal Al-iqtishad 
Vol, 3, No. 2, Juli 2011 
11Harun.”Riba Menurut Pemikiran M.Quraish shihab”:Suhuf, Vol. 27, No. 1, Mei 2015 
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D.   Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan apa yang telah dibahas pada rumusan masalah sebelumnya, 
maka proposal skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bentuk transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu 
rumah tangga. 
b. Untuk mengetahui model transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu 
rumah tangga  berdasarkan perspektif   islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
  Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya: 
a. Kegunaan teoretis 
Penelitian ini mengabungkan antara teori dan prinsip yaitu Prinsip keadilan 
menurut Al-Qur’an dan beberapa filsuf, anjak piutang, dan teori utang piutang 
dalam islam,. Diharapkan dalam penggabungan ini diperoleh konsep baru tentang 
transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan yang betul-betul mampu 
menjawab kebutuhan umat muslim khususnya pada ibu rumah tangga tentang 
bagaimana bertransaksi anjak piutang tanpa bertentangan dengan prinsip 
ekonomi islam, diharapkan hal tersebut dapat memperkuat keabsahan grand teori 
yaitu melakukan pembuktian dengan menyelaraskan antara substansi dan bentuk 
sesuai dengan teori yang ada , yang dipadukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, 
yang sangat berperan penting untuk melihat integritas pelaku yang terlibat dalam 
transaksi untuk menghidarkan diri dari unsur riba dan gharar, ketika prinsip 
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ekonomi islam dijadikan sebagai substansinya untuk dijadikan pedoman dalam 
bertransaksi maka bentuk prakteknya harus benar-benar dengan prinsip ekonomi 
islam pula, terkhusus pada prinsip keadilan.  
b. Secara praktis 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pemahaman kepada 
masyarakat islam secara luas khususnya bagi ibu rumah tangga mengenai  
transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan bahwasanya dalam bertransaksi 
kita harus berbeda dengan bentuk transaksi konvensional akan tetapi kita harus  
bertransaksi berlandaskan dengan perspektif islam . 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Prinsip Ekonomi Islam  
Prinsip tauhid adalah dasar  dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. 
Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan 
ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah 
milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan 
aktivitas yang mimiliki akuntablitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat 
syariah senagai parmeter korelasi antara aktivitas deangan prinsip syariah.1  
Tauhid  yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu 
terbentuknya good goverment. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama ang 
menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa 
pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi  
tidak mengejar keuntungan materi semata.  
Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha 
muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi  terhadap sesama manusia. 
Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung 
unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang 
pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain. 
                                                             
1Mursal,”Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”:Jurnal Perspektif Ekonomi 
Darusussalam Vol, 1, No. 1, Maret 2015 
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Secara sederhanaitu  maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dapat di terima oleh 
akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akall dapat mengetahui dengan 
jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah 
menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan 
sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.2 
 Maslahah itu ,yang mutlak, menurut para ahli ilmu ushul fiqh ialah: Suatu 
kemaslahatan dimana Syar‟i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir 
kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 
pembatalannya.3Dalam kajian teori hukum islam (ushul al-fiqh) Maslahah di 
identifikasi dengan sebutan yang bervariasi, yakni prinsip,sumber atau dalil 
hukum,konsep,metode dan teori. Secara etimologis, arti Maslahah dapat di artikan 
sebagai kebaikan, kemamfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. 
Secara terminologis, Maslahah telah diberi mutan makna oleh beberapa ulama 
ushul fiqh,Al-Gazali(w. 505 H) misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari 
maslahah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau 
menyingkirkan/menghindari kemudaratan. 
Menurut al-Gazali, yang dimaksud maslahah, dalam arti terminologis-syar‟i, 
adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara‟ yang berupa memelihara 
agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali 
bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal 
                                                             
2Ahmad sanusi dan Sohari,Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali pers,2015), h. 247. 
3Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqh,(Semarang:Dina Utama,1994), h. 116.  
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tersebut dikualifikasi sebagai maslahah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat 
mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, 
mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai 
Maslahah. Pengertian maslahah juga dikemukakan oleh „Izz al-Din „Abd al-
Salâm(w. 660 H). Dalam pandangan „Izz al-Din „Abd al-Salam, maslahah itu 
identik dengan al-khair (kebajikan), al-naf„(kebermanfaatan), al-husn (kebaikan). 
Sementara Najm al-Din al-Tufi (w.716 H) berpendapat bahwa Kata Al-Maslahah 
adalah lawan kata dari Al-Mafsadah yang berarti kerusakan.4 
 Menurut al-Tufi, dalam arti „urfi, maslahah adalah sebab yang membawa 
kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan  yang merupakan sebab 
yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar‟i, maslahah adalah 
sebab yang membawa kepada tujuan al-Syar‟i, baik yang menyangkut ibadah 
maupun muamalah. Tegasnya, maslahah masuk dalam cakupan ma qasid al-
syar‟iah. Syariah Islam compatible bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan 
manusia. Teks-teks Syariah dapat mewujudkan bagi manusia Maslahah pada setiap 
ketentuan hukumnya.5 
Menurut Mohammad Hashim Kamali, maslahah tidak diikat dengan 
pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap qiyas dan 
istihsan; ia meminta mujtahid berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang 
                                                             
4Asmawi,”Konseptualisasi Teori Maslahah”,Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.h. 
313 
5Asmawi,”Konseptualisasi Teori Maslahah”, Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.h. 
315 
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diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru, dalam rangka 
mewujudkan sesuatu yang dipandang maslahah bagi masyarakat banyak. Lebih 
dari itu, maslahah yang bersifat umum (general),  yang  genuine, yang mendukung 
terwujudnya tujuan-tujuan  Syariah Islam, dan yang tidak bertentangan dengan 
nass Syara„, merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi 
legislasi hukum Islam. Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama (ahli 
hukum Islam) bersepakat bahwa maslahah dapat diaplikasikan sebagai alas dasar 
suatu ketetapan hukum, dan maslahah ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika 
memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan 
basis doktrin maslahah.6 
Konsep maslahah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep 
ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, 
yang interen di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nass Syara„ (al-
Qur‟an dan Hadis), yang notabene mengandung fondasi materiil hukum yang 
terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. 
Dengan demikian, konsep maslahah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru 
dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak 
ditegaskan oleh nass  Syara‟. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai 
melalui aplikasi konsep maslahah tergantung pada, terutama, pola penalaran 
hukum berbobot maslahah yang diterapkan para ulama fikih Menurut pandangan 
                                                             
6Muhammad Ali Rusdi,” Maslahat Sebagai Metode Ijtihad”: Jurnal Syariah dan Hukum 
Diktum, Vol, 15, No. 2 Desember 2017 
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al-Gazali, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara‟ terhadapnya 
(syahadat al-syar‟i ), maslahah dibedakan menjadi tiga, yaitu  
1. Maslahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara‟ terhadap penerimaannya 
(maslahah mu„tabarah). 
2. Maslahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara‟ terhadap penolakannya   
(maslah ahmulgah ); dan  
3. Maslahah yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara‟,baik terhadap  
penerimaannya maupun penolakannya (maslahah mursalah). 
Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi maslahah dengan trilogi 
maslahah mu„tabarah, maslahah mulgah, maslahah mursalah. Tetap harus 
mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus 
berubah sehingga hukum Islam (Syariah) harus bergerak seiring sejalan dengan 
perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum 
Islam (Syariah) dapat dipertahankan. 
Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah 
yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk 
menampilkan sisi atau  wawasan  keadilan juga  tidak  selalu  berasal  dari  akar  
kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth,  hukm  dan  sebagainya  digunakan  oleh 
alQur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk 
konjugatifnya bisa saja  kehilangan  kaitannya yang  langsung  dengan  sisi 
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keadilan itu (ta'dilu, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti 
tebusan). 
Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa 
pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun 
perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus 
dtegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada 
orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus 
ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, 
wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang 
sama. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui 
adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan 
kedudukan.7 
Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena 
pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (qaiman bil qisth), maka 
harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba- 
Nya (Q.S. 10/Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan 
dipertanggung jawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/alNisa: 110). Adil 
dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa 
membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh 
                                                             
7Mahir amin,” Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”: al-Daulah 
Vol. 4, No.2, Oktober 2014  
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orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah 
Q.S. 4/al-Nisaa': 58. Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan 
adanya persamaan mutlak (al-musawah almuthlaqah) di hadapan hukum-hukum 
syariat. 
 Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia 
kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan 
warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum 
semuanya sama. Hubungan antara maslahah dan keadilan memang tidak mudah 
dipahami apabila hal tersebut tidak dihubungankan melalui aspek teologis yang 
membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu‟tazilah mengajukan kebaikan 
umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai 
keadilan dan maslahah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu 
yang dikandung hukum Islam, keadilan sebagai sebuah pembahasan hukum akan 
sulit dijumpai kitab-kitab ushul fiqh. Implementasi keadilan dalam aktivitas 
ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang 
adanya unsur: Riba, Maysir, Gharar,dan haram. 
   Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbngan 
(tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip 
keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan 
antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan 
kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.  Sasaran dalam 
pembangunn ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-
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sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang 
tidak jarang luput dari upaya-upaya  pengembangan sektor ekonomi secara 
keseluruhan.8 
 
B. Prinsip Keadilan 
Keadilan merupakan sebuah  prinsip yang harus dan bahkan wajib dimiliki 
oleh setiap manusia baik secara kelompok maupun secara individu demi 
tercapainya kesejahteraan baik dalam berhubungan sosial maupun. Dalam Agama 
islam keadilan sangat di junjung dan mendapat tempat yang sangat istimewah di 
sisi Allah Swt, maka barang siapa seorang muslim ingin memperoleh kedudukan 
tinggi disisi Allah Swt  maka sepantasnyalah mereka  berpegang teguh kepada 
hukum Allah Swt yang telah menjadi pedoman bagi umat muslim. 
Keadilan adalah salah  satu prinsip yang penting dalam perekonomian islam. 
Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-qur‟an 
atau sunnah Rasul akan tetapi harus berdasarkan pada  pertimbangan hukum alam, 
dimana alam diciptakan berdasarkan keseimbangan dan keadilan. Adil dalam 
ekonomi bisa diterapkan dalam beberapa hal, baik dari penentuan harga suatu 
transaksi, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang 
dikeluarkan.9 Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah 
                                                             
8Mursal,”Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”:Jurnal Perspektif Ekonomi 
Darusussalam Vol, 1, No. 1, Maret 2015 
9Amiruddin K,Dasar-Dasar Ekonomi Islam. (Makassar:Alauddin Press 2014), h.42 
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ditekankan dalam Al-qur‟an, bahkan salah satu tujuan risalah kenabian adalah 
untuk penegakan keadilan.10 Dalam Al-Qur‟an kata Adil ada yang bermakna 
menyamakan (al-musawah) seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa/4 
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Terjemahnya: 
135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 
 
 Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk 
menegakkan keadilan, baik untuk lingkungan, ibu bapak, karib-kerabat, dan 
bahkan untuk diri kita sendiri. Dalam transaksi Anjak  piutang terhadap arisan, 
yang dimaksud adil disini bukan ketika hak dan kewajiban dari pihak yang 
melakuan transaksi  telah terpenuhi kemudian sepakat, akan tetapi adil yang 
dimaksud ialah ketika para pelaku anjak piutang terhadap arisan ini berada pada 
                                                             
10Kementian Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemahan,(Al-Had:25) 
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posisi mereka masing-masing  berada pada bentuk-bentuk yang tidak menyalahi 
aturan dalam agama islam.    
Menurut Umer Capra, dilihat dari aspek aqidah islam, Al-qur‟an 
menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.11 Ibnu 
Taimiyah sampai mengatakan bahwa “tuhan akan mendukung pemerintahan yang 
adil walaupun kafir, dan tuhan tidak akan mendukung pemerintahan yang zalim 
walaupun islam”.12 Pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip 
pembangunan dan tatanan sosial kemasyarakatannya, mustahil akan berkembang. 
Sebaliknya menurut Ibnu Khaldum, apabila dalam masyarakat prinsip keadilan 
tidak di terapkan, yang berlaku adalah penindasan dan eksploitasi antara sesama 
manusia, maka pembangunan dalam suatu masyarakat akan terhambat. Kalau ini 
terjadi maka akan berakibat pada kemunduran dan kehancuran Negara. Jadi 
keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam pembangunan bangsa. 
 Menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga Negara 
dalamgagasan tentang kebaikan dalam Negara dan itu merupakan suatu 
pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Sedangkan menurut Thomas 
Aquinas keadilan adalah yang berhubungan dengan apa yang sepatutnya bagi 
orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Kemudian Thomas Aquinas 
membedakan keadilan dalam rangka konstektual tertentu diantaranya, Keadilan 
distributive adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, 
                                                             
11Umer Chapra,Masa Depan Ilmu Ekonomi,sebuah Tinjauan Islam.(Jakarta:Gema Insani 
Press,2001),h. 69  
12Ibnu Khaldun,Muqaddimah ibnu Khald-m,(t.tp:Dar al-Fikr,t.th), h. 278  
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pembayaran, pajak dan lain-lain, selnjutnya keadilan tukar menukar yaitu yang 
berkenaan dengan transaksi seperti jual beli.13  
 Berdasarkan beberapa uraian dari pembahasan sebelumnya baik dalam Al-
Qur‟an maupun pendapat para filsuf tentang keadilan, penulis beranggapan bahwa 
belum ada yang membahas secara spesifik mengenai keadilan dalam transaksi 
anjak piutang yang ada hanya membahas keadilan dalam bernegara,transaksi jual 
beli, bagi hasil dan sebagainya itupun membahas secara umum tidak secara 
spesifik. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian ini kedepannya tentang 
bagaimana konsep keadilan dalam transaksi anjak terhadap arisan, Implementasi 
keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun 
transaksi yang melarang adanya unsur: Riba, Maysir, Gharar,sedangkan dalam 
transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan yang diduga ada unsur tambahan 
dan ketidak jelasan di dalamnya. 
C. Anjak Piutang 
Anjak Piutang (Factoring) apabila dilihat secara leksikal terdiri dari dua kata 
yaitu anjak dan Piutang. Anjak artinya berpindah atau bergerak sedangkan Piutang 
artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), tagihan uang 
perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 
paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Sehingga secara leksikal 
anjak piutang artinya adalah berpindahnya piutang. Sehingga perjanjian anjak 
                                                             
13Thomas Aquinas, dalam Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum Problematika 
Ketertiban yang Adil, (Bandung: Mandar Maju,2011),h. 156 
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piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang 
kepada pihak lain.14 
Anjak piutang adalah penjualan piutang atau tagihan dari perusahaan kepada 
suatu perusahaan anjak piutang dengan potongan harga. Pembelian piutang dari 
suatu bisnis oleh suatu perusahaan anjak piutang yang dengan demikian 
menanggung risiko kerugian sebagai pengganti pemotongan yang disetujui. Dalam 
Pasal 1 butir 8 Kepres R.I. No.61 Tahun 1988 jo Pasal 1 huruf 1 Keputusan 
Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 disebutkan bahwa Perusahaan Anjak 
Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha 
pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan 
piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar 
negeri. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 
Tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) bahwa Anjak Piutang (Factoring) 
adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka 
pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.   
Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anjak 
piutang yaitu usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang 
dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau 
tagihan jangka pendek dari klien (penjual  piutang) yang berasal dari transaksi 
                                                             
14Elko Lucky Mamesah,” Eksistensi PEerjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha” Lex et 
Societatis,Vol. III/No. 3/Apr/2015,h.179.    
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perdagangan dalam atau luar negeri antara klien dengan customer (pihak yang 
berhutang kepada klien). Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk:  
a. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi 
perdagangan dalam atau luar negeri; 
b. penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan     klien 
(Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988). 
Sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 61 tahun 1988, maka pengertian 
kredit yang ditatausahakan seperti disebut sebagai kegiatan anjak piutang yang 
kedua bukanlah dalam artian kredit bank. Kredit dalam kegiatan anjak piutang ini 
hanyalah kredit dalam artian piutang dagang jangka pendek yang belum dilunasi 
oleh debitor.15 Apabila ditafsirkan kata kredit tersebut sebagai kredit bank, maka ini 
tidak sesuai dengan Kepres No. 61 Tahun 1988, sehingga bertentangan dengan 
hakikat anjak piutang, yang dimana-mana hanya mengkhususkan diri terhadap 
peralihan piutang dagang semata-mata.  Pada pokoknya, lembaga pembiayaan anjak 
piutang ini memberikan pendanaan bagi pengusaha yang memiliki tagihan usaha 
atau piutang pada nsabah dagangnya, baik di dalam maupun di luar negeri. 
Dari pengertian serta kegiatan anjak piutang dapat dilihat bahwa perjanjian  
anjak piutang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Para pihak dalam kegiatan anjak piutang, yang terdiri dari perusahaan anjak 
piutang, yaitu perusahaan yang membeli atau menatausahakan penjualn kredit 
                                                             
15Elko Lucky Mamesah,” Eksistensi PEerjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha” Lex et 
Societatis, Vol. III/No. 3/Apr/2015,h.186 
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serta penagihan piutang perusahaan klien; pihak klien, yaitu pihak yang memiliki 
piutang yang kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang; pihak customer, 
yaitu pihak yang berhutang.kepada pihak klien. 
b. Obyek perjanjian anjak piutang adalah piutang dagang, yaitu piutang yang timbul 
dari transaksi dari perdagangan dalam maupun luar negeri. 
c. Pembelian atau pengalihan piutang.  
d. Penatausahaan penjualan kredit. 
e. Penagihan piutang pihak klien. Dari unsur-unsur di atas dapat dilihat bahwa 
perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur perjanjian jual beli, yang sudah 
di atur dalam KUHPerdata. Akan tetapi perjanjian anjak piutang juga mempunyai 
ciri-ciri khusus yang membedakannya dari perjanjian jual beli, sehingga dapat 
dikatakan bahwa perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian jenis baru yang 
mandiri.  
Ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar 
hukum bagi eksistensi usaha anjak piutang. Dasar hukum tersebut menurut Fuady, 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ketentuan-ketentuan yang merupakan dasar 
hukum substantif dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat administratif.  
a. Dasar Hukum substantif Dasar Hukum Substantif Murni Dalam kegiatan anjak 
piutang, yang menjadi dasar hukum substantif murni adalah Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata, mengenai kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Sebagai salah satu konsekwensi dari asas kebebasan 
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berkontrak adalah bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat 
menyepakati apapun antara mereka, selama yang disepakati itu sah, artinya tidak 
bertentangan dengan udang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini 
berarti, apabila perjanjian anjak piutang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka menurut Pasal 
1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut sudah sah mempunyai kekuatan yang sama 
dengan undang-undang. ii. Dasar Hukum Substantif Bertendensi Prosedural Dasar 
hukum substansi bertendensi prosedural ini terdapat dalam KUHPerdata. 
Ketentuan-ketentuan ini antara lain adalah Pasal 613 yang mengatur tentang cessie 
(pengalihan piutang atas nama), Pasal 1400 KUHPerdata yang mengatur tentang 
subrogasi, yaitu pergantian hak pihak berpiutang oleh pihak ketiga yang 
membayar kepada pihak berpiutang, Pasal 1457 KUHPerdata sampai Pasal 1540 
KUHPerdata, yang mengatur tentang perjanjian jual-beli. 
b. Dasar Hukum administrasi  
1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1992 Tentang Perbankan. Di dalam Pasal 6 huruf 1 UU. No.7 tahun 1992 
terdapat alas hukum bagi bank untuk melakukan kegiatan anjak piutang, 
sekaligus memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan istilah factoring, 
yang dalam hal ini dipakai istilah anjak piutang. Namun demikian UU No. 7 
Tahun 1992 telah diganti dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang hanya memberi 
tambahan saja. 
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2) Kepres No.81 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Kepres ini 
disebutkan bahwa anjak piutang. merupakan salah satu kegiatan usaha lembaga 
pembiayaan. 
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 jo. Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 jo Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1966 Tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.  
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan 
Pembiayaan Pasal 1 (e) bahwa Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan 
pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu 
perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 
5) Peraturan Presiden No. 9 Tahun  2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Mengenai 
persyaratan perjanjian anjak piutang belum diatur secara khusus dalam hukum 
postif di Indonesia, tetapi kita dapat merujuknya dalam KUHP perdata, yang 
mengenal sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak). Sistem terbuka atau open 
system, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang 
seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan hubungan 
hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau 
perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum 
dan kesusilaan. Hal ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang 
terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang 
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dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Oleh karena itu, para pihak dapat menentukan sendiri 
ketentuanketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian anjak piutang sah, 
maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 
1320 KUHP perdata, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, 
Oleh sebab, perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian langsung antara 
perusahaan anjak piutang dengan klien, maka harus ada kesepakatan antara 
perusahaan anjak piutang engan klien. Perjanjian anjak piutang dibuat dalam bentuk 
baku atau perjanjian standar, yaitu perjanjian yang dibuat secara apriori oleh salah 
satu pihak. Namun demikian tidak berarti dalam perjanjian anjak piutang tidak 
terdapat kesepakatan, karena dalam perjanjian anjak piutang sebagaimana perjanjian 
perjanjian standar lainnya terdiri dari tiga bagian, yaitu: Bagian pokok, Bagian 
tambahan atau pelengkap  (yang tidak selalu ada dalam perjanjian), dan Syarat-syarat 
umum. Dalam bagian pokok terdapat kata sepakat, sedangkan dalam syarat-syarat 
umum tidak ada kata sepakat. Namun demikian, bagian-bagian dalam perjanjian 
standar tersebut merupakan satu kesatuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
dalam perjanjian anjak piutang terdapat kata sepakat. anjak piutang syariah 
sebagaimana yang tertulis dalam Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang 
Anjak Piutang Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka 
pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih 
piutang tersebut kepada yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang 
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berutang sesuai prinsip syariat.Menurut Surat Edaran OJK Nomor 
36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS Anjak piutang 
Syariah didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka 
pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian 
menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh 
pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah Perjanjian anjak piutang dalam membuat 
kesepakatan melibatkan tiga pihak yaitu:  
1. Kreditur (klien) Merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka 
pendek kepada perusahaan pembiayaan seperti menyerahkan tagihannya untuk 
ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai 
perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. 
2. Perusahaan anjak piutang (Factoring) Merupakan perusahaan yang akan 
mengambil alih atau dikelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. 
Debitur (nasabah) Merupakan pihak yang mempunyai masalah (utang) kepada 
kreditur atau klien. Transaksi anjak piutang yang terjadi antara ketiga pihak diatas 
dimulai dari adanya transaksi penjualan produk antara klien dengan nasabah secara 
kredit yang menimbulkan adanya utang-piutang diantara kedua belah pihak. Karena 
klien mebutuhkan perputaran uang yang cepat sehingga piutang atau tagihan tersebut 
dapat dijual sebagian atau seluruhnya dengan potongan kepada pihak ke tiga atau 
perusahaan anjak piutang sehingga debitur akan membayar langsung ke perusahaan 
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anjak piutang dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan.16 Skema Anjak 
Piutang Pada umumnya kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan dalam bentuk 
pembelian tagihan milik klien (supplier). Selanjutnya, proses kegiatan anjak piutang 
ini dapat dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan atau account receivable dan 
promes atau promissory notes. 
Bentuk kegiatan anjak piutang (factoring) adalah pembelian atau pengalihan 
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan di dalam 
transaksi dalam atau luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan suatu 
perjanjian, yang disebut factoring agreement. Perjanjian itu tidak termasuk dalam 
jenis-jenis perjanjian yang telah dikenal dalam KUHPerdata. Meskipun begitu, tidak 
jadi masalah, karena hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata  Buku Ketiga 
menganut sistem terbuka. Hal itu menjelaskan bahwa diberikan kebebasan kepada 
masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan persyaratan atau isi yang 
dikehendaki asalkan tidak bertentangan dengan perundangan, ketertiban umum, dan 
kesusilaan. Persyaratan dan isi perjanjian ditentukan sendiri oleh para pihak dan 
menjadi peraturan (UU) yang mengikat bagi mereka sendiri (asas pacta sunt servnda) 
seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata 
 
Anjak piutang (factoring) sering dianggap memiliki persamaan dengan 
Hiwalah dalam fiqih islam. Yadi janwari menyamakan anjak piutang dengan hiwalah 
                                                             
16Barbara Gunawan,” Anjak Piutang: Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha”, Jurnal 
Akuntansi dan Investasi Vol. 2 No. 2, hal: 137 - 14 6 , Juli 200 1 
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karena menurutnya ada kemiripan dalam praktek operasionalnya. Ia mendefinisikan 
anjak piutang (factoring) syariah sebagai salah satu produk bank syariah dimana 
nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada 
bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga 
itu. Akad hiwalah yang digunakan adalah akad hiwalah bil ujrah, yang berarti 
pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung 
(membayarnya). Akan tetapi, jika melihat fatwa DSN-MUI No. 67 tahun 2008 
tentang anjak piutang syariah, ditegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam 
anjak piutang syariah adalah akad wakalah bil ujrah, bukan hiwalah. Sedangkan akad 
hiwalah sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran BI (SEBI) No. 10/14/DPbS 
tanggal 17 Maret 2008 menjadi salah satu produk jasa tersendiri pada perbankan 
syariah.  
Dengan membaca fatwa DSN-MUI No. 67 tahun 2008 tentang anjak piutang 
syariah dan Surat Edaran BI (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 
kemudian setidaknya muncul pertanyaan mendasar: pertama, mengapa dalam anjak 
piutang syariah digunakan akad wakalah bil ujrah?, kedua, mengapa hiwalah 
menjadi produk tersendiri.Berdasarkan  latar belakang tersebut, penulis merasa perlu 
untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan konsep anjak piutang syariah 
sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No. 67 tahun 2008  dan konsep 
hiwalah sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 
Maret 2008. Fatwa DSN MUI tentang Anjak Piutang Syariah 
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a.    Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah   
bil Ujrah. 
b.    Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan 
pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada 
pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang; 
c.    Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan 
penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk 
oleh pihak yang berutang untuk membayar; 
d.   Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) 
kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang; 
e.    Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk 
menjadi wakil dapat memperoleh ujrah/fee; 
f.     Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk 
nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang; 
g.    Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan 
dalam akad; 
h.    Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya 
keterkaitan (ta’alluq). Dan berikut   Perbedaan Anjak Piutang Dengan Kredit Bank 
Perbedaan anjak piutang dengan kredit bank antara lain sebagai berikut: 
a.   Kredit bank melibatkan praktik-praktik dalam perkreditan umum termasuk 
mengenai jaminan. Sedangkan anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi 
jual beli piutang. 
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b.   Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana kemudian 
dialihkan menjadi aktiva produktif. Sementara anjak piutang berkaitan dengan 
pengalihan dari suatu aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh 
tempo. 
c.    Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas pada debitor. Anjak 
piutang tidak memberikan tambahan kas akan tetapi hanya memperlancar arus kas 
dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo. 
d.   Kredit bank biasanya dalam jumlah tetap clan memiliki syarat pelunasan tetap. 
Sedangkan fasilitas anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai. 
e.    Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan agunan. Sementara bagi anjak piutang 
agunan bukan merupakan hal mutlak. 
f.     Keahlian penisahaan anjak piutang dalam memelihara atau mengurus pembukuan 
penjualan klien dan penyediaan informasi manajemen menjadikan anjak piutang 
lebih sebagai mitra usaha 
 
D. Transaksi Anjak Piutang Terhadap Praktik Arisan  
Secara sederhana transaksi dipahami sebagai persetujuan antara dua orang 
atau lebih dalam kegiatan ekonomi. Salah satu transaksi yang telah dijelaskan 
sebelumnya adalah transaksi anjak piutang. Anjak piutang dalam masnyarakat atau 
ibu rumah tangga adalah anjak piutang terhadap praktik arisan lebih spesifik kepada 
pengalihan pembayaran tagihan arisan. Transaksi anjak piutang terhadap praktik 
arisan  yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada dasarnya dilaksanakan ketika ada 
salah satu dari anggota arisan yang membutuhkan uang atau ada dari anggota arisan 
tersebut yang merasa sudah tidak bisa lanjut kedepannya. 
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Transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan yang dilakukan oleh ibu 
rumah tangga menggunakan dau objek transaksi yaitu uang dan beras. Objek 
transaksi menggunakan uang dengan adanya tambahan pada saat akhir begitupun 
dengan beras. Pada hakikatnya transaksi anjak piutang terhadap arisan terdapat 
dugaan kesalahan dan bertentangan dengan prinsip keadilan menurut Ibnu Hasm, 
Ibnu Taimiyah dan  kitab ushul fiqh dikarenakan didalamnya ada unsur tambahan 
yang di syaratkan dan ada unsur ketidak jelasan.  
E. Utang Piutang dalam Perspektif Fiqih Muamalah 
Istilah hutang-piutang dalam bahasa Arab yang sering di gunakan adalah al- 
Dain (jamaknya al-Duyun) dan al-Qordh. Al-Qordh dalam bahasa Arab bermakna al-
Qath‟u yang berarti memotong, sedangkan dalam terminologi Islam al-Qordh berarti 
menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang memerlukannya dan si peminjam 
(berhutang) harus mengembalikan lagi harta itu kepada pemiliknya.17 Sedangkan 
menurut Labib, hutang-piutang (al-Qordh) berarti memberikan sesuatu, baik berupa 
uang atau benda berharga  lainnya dalam jumlah tertentu kepada kepada orang lain  
dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mengembalikan yang dihutangkan 
dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih pada waktu yang telah 
ditentukan.  Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu 
dengan yang lainnya.  
                                                             
17Yuswalina,” Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah”: Intizar, Vol. 19, No. 2, 
2013,h. 395. 
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Utang piutang sama dengan pinjam meminjam, dalam Islam di kenal dengan 
qardh atau rahn yang di sertai dengan jaminan. Qardh secara terminologis adalah 
memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan megembalikan 
gantinya dikemudian hari berbeda dengan rahn secara terminologis adalah 
menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu di lunasi 
(dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.18 
Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang 
dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah 
diterima dengan yang sama. Sedangkan menurut Rasjid, hutang piutang adalah 
memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang 
sama dengan itu. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya. 
Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila 
memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau orang yang sangat terlantar.19 
Asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Pengertian hutang piutang ini 
termasuk dalam  pengertian perjanjian. Adapun  Perjanjian (overeenkomst), menurut 
Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa 
orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya. Perjanjian 
hutang-piutang ini dikenal dengan istilah perjanjian Pinjam-meminjam yang di muat 
                                                             
18Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan 
Mazhab (Yokyakarta: Maktabah Alhanif, 2015),  h. 15  
19Yuswalina,” Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah”: Intizar, Vol. 19, No. 2, 
2013,h. 397. 
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dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 
dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: 
“Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu 
menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan 
lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang 
menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian 
orang ini mengembalikannya sebagai penganti”. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang adalah suatu 
bentuk transaksi tidak tunai yang mana seseorang memberikan harta baik uang 
maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis 
dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi hutang.20  Hutang-piutang 
merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan 
manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong menolong dalam kehidupan 
sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak 
yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan 
serta melepaskan kesulitan hidup orang lain. Karena pada hakikatnya qardh adalah 
pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjamkan.21 
Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat lepas 
dari ketentuan hukum syari‟at  baik hukum syari‟at yang tercantum dalam Al-Quran 
                                                             
20Yuswalina,” Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah”: Intizar, Vol. 19, No. 2, 
2013,h. 400. 
21Adiwarman Karmi, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grapindo 
Persada, 2004), h. 58   
35 
 
maupun dalam As-sunnah. Hutang-piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi 
yang dilakukan antara manusia dengan manusia manfaatnya salah satu  yaitu untuk 
tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang 
yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan 
prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang 
lain. Adapun  restruktulisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu 
jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima 
utang yang yang harus dibayarkan kepada pemberi utang.22 
Hukum memberi hutang-piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, namun 
pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau 
pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang 
membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan uang 
untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi utang bisa 
menjadi haram, misalnya memberi utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran 
Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.23  
Apa bila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau 
harta, maka dapat membatalkan kontrak qardh.24 Begitupun dengan yang mampu 
membayar hutangnya tidak boleh di tunda-tunda sebagaimana dalam Hadits 
Rasulullah. 
                                                             
22Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah h. 459  
23Yuswalina,” Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah”: Intizar, Vol. 19, No. 2, 
2013,h. 402. 
24Atang Abd. Hakim, Fikih Perbankan Syariah, (Bandung: PT Relika Aditama, 2011),  h. 267 
36 
 
 “rasulullah saw. Bersabda menunda-nunda pembayaran utang seseorang 
(pada hal dia tidak mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. dan 
apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang 
mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu” (HR.Muslim).25 dan 
sebaliknya barangsiapa yang berutang dengan niat untuk melunasinya, niscaya 
allah akan membantu melunasinya.26 
 
F. Riba dalam Hukum Islam 
          Riba menurut bahasa berarti ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara 
linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar (Muh. Syaﬁ‟i Antonio, 2001: 37). 
Ibnu alArabi al-Maliki mendiﬁnisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa 
adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari‟ah (Muh. 
Syaﬁ‟i Antonio, 2001: 38). Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah 
penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnisriil(Muh.Syaﬁ‟iAntonio: 
38). Imam Sarakhsi dari madzhab Hanaﬁ menjelaskan riba adalah tambahan yang 
disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang 
dibenarkan syari‟ah atas penambahan tersebut (Muh. Syaﬁ‟i Antonio, 2001: 38). 
Istilah riba yang digunakan dalam al-qur‟an berasal dari akar kata  r-b-w yang 
menjadi sumber kata riba, digunakan di dalam al-qur‟an sebanyak dua puluh kali. 
                                                             
25
 Al-Hafizh Zaki Al-din „Abd Al-„Azhim Al-mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim,  
h. 250 
26Muhammad bin Ismail Al-Shan‟ani, SubulusSalam Syarah Bulughul Maram, Penerj. Ali 
Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008),  h. 431    
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Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan dalam al-qur‟an delapan kali. Akar kata r-
bw dalam al-qur‟an memilki makna tumbuh, menyuburkan, mengembangkan, 
mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Akar kata ini juga digunakan dalam arti 
“dataran tinggi”. Penggunaan kata-kata tersebut tampak secara umum memiliki satu 
makna, yaitu “bertambah” dalam arti kuantitas maupun kualitas.27 
 Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang 
dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun 
pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh 
syari‟ah. Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau 
komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti 
transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Misal dalam jual beli, si 
pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga 
dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan 
karena disamping menyertakan modal juga ikut serta menanggung kemungkinan 
resiko kerugian yang bisa mucul setiap saat (Muh. Syaﬁ‟i Antonio, 2001: 37).28 
Ulama ﬁqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba itu 
hukumnya haram (Nasrun Harun, 2000:181). Keharaman riba ini dapat dijumpai 
dalam ayatayat al Qur‟an (QS.an-Nisa‟, 4; 161:  
                                                             
27Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 27.  
28Harun,” Tela‟ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur‟an”, SUHUF, Vol. 27, No. 1, 
Mei 2015,h. 44  
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 ُِمٌِذۡخ
َ
أَو ٱ 
ْ
ا ََّٰ َِبّرل  
َ
لَّٰ َوۡن
َ
أ ۡمٍِ ِلۡك
َ
أَو ًُ ۡيَع 
ْ
َا ٍُ ُن ۡدَقَوٱ ِساذلن  ِ ةٱ  ِلِطََّٰب
ۡ
ل  َاىۡدَتۡع
َ
أَو
 اٗهِلِ
َ
أ ًاةاَذَغ ۡم ٍُ ۡيِن َويِِرفَّٰ َك
ۡ
ِلل١٦١ 
      Terjemahnya: 
161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka 
telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang 
dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang 
kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. 
 
 Ali Imron, 3; 130, alBaqarah, 2; 275 
ٱ َويِ
ذ
لَّ  َنَُلُك
ۡ
َأيٱ 
ْ
ا ََّٰ َِبّرل  ُمَُقَي اَه
َ
ل 
ذ
ِلَإ َنَُمَُقَي 
َ
لَٱيِ
ذ
لَّ  ًُ ُطذتَخَتَيٱ ُوََّٰطۡي ذشل  َوِن
ٱ ن ِّسَه
ۡ
ل  اَه ذِنإ 
ْ
آَ
ُ
لَاق ۡم ٍُ ذن
َ
ِأة َِكلَّٰ َذٱ ُعۡيَ
ۡ
لۡ  ُلۡثِنٱ  
ْ
ا ََّٰ َِبّرل  ذلَح
َ
أَوٱ ُ ذلِلّ ٱ َعۡيَ
ۡ
لۡ  َم ذرََحوٱ ن
ْ
ا ََّٰ َِبّرل  وَهَف
 ُهَٓءاَجۥ  ًِِّب ذر وِّن ٞثَظَِۡغ َمۦ  َفٱ ََّٰهَتى  ًُ
ََلفۥ  ُهُرۡم
َ
أَو ََفلَس اَن ٓۥ  
َ
ِلَإٱ ِۖ ذلِلّ  َدَعَ ۡوَنَو
 ُبََّٰحۡص
َ
أ َِكئََٰٓلْو
ُ
أَفٱ  ِراذلن  َنو ُِلََِّٰخ ا ٍَ ِيف ۡم ٌُ٢٧٥  
275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. 
Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut: 
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ا ٍَ ُّي
َ
أ ََٰٓي ٱ َويِ
ذ
لَّ  
ْ
َا ُيَناَءٱ 
ْ
َا ُق ذت ٱ َ ذلِلّ  َوِن ََِقِة اَن 
ْ
اوُرَذَوٱ 
ْ
ا ََٰٓ َِبّرل  َِينيِنۡؤ ُّن مُتي
ُ
ل ِنإ٢٧٨ ِنَإف 
  َوِّن ٖبَۡرِبِ 
ْ
َا ُىَذ
ۡ
َأف 
ْ
َا ُلَػۡفَت ۡم
ذ
لٱ ِ ذلِلّ  ِِلََُسرَو ۖۦ  
َ
لَ ۡمُِكلَّٰ َوۡن
َ
أ ُسوُُءر ۡمَُكلَف ُۡمتُۡبت نوَإِ
 َنَُهَلۡظُت 
َ
لََو َنَُِهلۡظَت٢٧٩  
 
      Terjemahnya: 
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman 
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya 
 
 Terkait dengan pembahasan sebelumnya berikut hadits Rasulullah; 
“Rasulullah saw. melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara 
riba, para saksi dalam masalah riba dan para penulisnya” (Hadits Riwayat Muslim 
dari Abdullah ibn Mas‟ud). Ulama Fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu 
riba al-fadhl dan riba al-nasi‟ah. Riba fadhl adalah riba yang terjadi pada jual beli 
barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenishartayangdiperjualbelikan dengan 
ukuran syara‟. Ukuran syara‟ disini adalah timbangan atau takaran tertentu. 
(Nasrun Haroen, 2000: 183). Misalnya, satu kilogram beras rajalele dijual dengan 
satu setengah kilogram beras yang sama. Kelebihan setengah kilogram dalam jual 
beli ini disebut dengan riba fadhl.29 
                                                             
29Harun,” Tela‟ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur‟an”, SUHUF, Vol. 27, No. 1, 
Mei 2015,h. 47 
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Menurut Ulama Hanaﬁyah dan Hanabilah, dalam berjual beli, prinsip 
keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan 
mucul kedzaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli 
barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak 
lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman (Ibnul Qayyim alJauziyah, 
tt.:114). Ulama Malikiyah dan Syaﬁ‟iyah memandang illat keharaman riba fadhl 
pada emas dan perak terletak pada kedua barang itu merupakanharga dari sesuatu, 
baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin, kalung, maupun belum, 
seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apabila emas dan perak, apabila sejenis, 
tidak boleh diperjualbelikan dengan cara melebihkan harga salah satu dari yang 
lain. Misalnya, dua gram cincin emas dijual dengan satu gram emas batangan, 
maka kelebihan satu gram emas cincin itu termasuk riba fadhl (Ibnu Rusyd, 1978: 
131). 30 
Sementara illat keharaman riba fadhl pada empat jenis makanan 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadtis diatas, menurut ulama Malikiyah 
adalah makanan pokok dan tahan lama sekalipun ulama Malikiyah tidak 
membatasi berapa tahan lama yang dimaksud (Nasrun Haroen, 2000: 186). Ulama 
Syaﬁ‟iyah mengatakan bahwa illat keharaman riba pada jenis makanan adalah 
sematamata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan 
ringan (buahbuahan dan lain sebagainya), yang semuanya bertujuan untuk 
                                                             
30Harun,” Tela‟ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur‟an”, SUHUF, Vol. 27, No. 1, 
Mei 2015,h. 51 
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menjaga kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, apabila kelebihan pembayaran pada 
jenis makanan ini menjadi riba fadhl. Kalau berbeda jenis, boleh diperjualbelikan 
dengan melebihkan harga dari jenis lain, asalkan dengan cara tunai (Nasrun 
Haroen, 2000: 187).  
Riba al-Nasi‟ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang 
berhutang kepada pemilik modal (pemberi hutang) ketika waktu yang disepakati 
jatuh tempo (Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tt.: 154). Tambahan (bunga) itu sebagai 
imbangan tenggang waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan nasi‟ah. Apabila pada 
waktunya sudah jatuh tempo, ternyata yang berhutang tidak sanggup membayar 
hutang dan kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang 
akan bertambah pula.Misal dalam barter barang yang sejenis, membeli satu 
kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan satu bulan yang 
akan datang. Barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu 
kilogram terigu dengan dua kilogram berasakan dibayarkan dua bulan yang akan 
datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan 
penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba an-nasi‟ah. (Ibnul 
Qayyim al-jauziyah, tt.:154).31 Jenis riba yang akan dikaji dalam penelitian ini 
adalah riba al-nasi‟ah yang terjadi pada hutang  
Ulama Malikiyyah, Syaﬁ‟iyyah dan Hanabilah memandang illat hukum 
larangan riba an-nasi‟ah, karena ada kelebihan (tambahanbunga) yang dikaitkan 
                                                             
31Harun,” Tela‟ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur‟an”, SUHUF, Vol. 27, No. 1, 
Mei 2015,h. 56 
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dengan pembayaran tunda (tenggang waktu), baik kelebihan itu dari pokok hutang 
atau pada barang sejenis maupun tidak sejenis (Ibnu Rusyd, 1978: 131).  Mereka 
sepakat, jika kelebihan itu tidak ditetapkan dimuka, maka kelebihan itu tidak 
termasuk riba. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, ketika 
membayar hutang kepada Jabir ibn‟ Abdillah, Nabi melebihkannya (Hadits 
riwayat Bukhori Muslim). Berdasarkan pendapat ulama ahli ﬁqh mengenai riba 
diatas, maka dapat dipahami bahwa illat hukum larangan riba adalah adanya 
tambahan (bunga) dari pokok harta yang tidak dimbangi oleh transaksi pengganti 
yang dibenarkan oleh syara‟.32 
 
G. Gharar dalam Perspektif Islam 
Menurut madzhab syafi‟i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya 
tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak 
diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar 
adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada 
ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap 
meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.  
Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak 
diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang 
disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari 
                                                             
32Harun,” Tela‟ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur‟an”, SUHUF, Vol. 27, No. 1, 
Mei 2015 
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segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu 
Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad 
tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.33. Diantara hikmah larangan julan 
beli ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap 
permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang 
besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga 
harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada 
orang akibat jenis jual beli tersebut. 
Hukum Gharar, dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat 
Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan 
mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau 
tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa 
hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu 
tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan 
dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukkan masalah 
berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu 
untuk menjelaskan tentang hukumhukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif 
pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan. Jenis –jenis gharar  
Dilihat dari peristiwanya, jual-beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi. 
                                                             
33Nadratuzzaman Hosen”Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi” Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, 
Januari 2009.h, 53 
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Pertama : Jual-beli barang yang belum ada (ma‟dum), seperti jual beli habal al 
habalah (janin dari hewan ternak). Kedua : Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), 
baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang : “Saya menjual barang dengan 
harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti 
ucapan seseorang : “Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta”, 
namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak 
jelas, seperti ucapan seseorang : “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, 
namun ukuran tanahnya tidak diketahui.  
Ketiga : Jual-beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Seperti jual 
beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidak jelasan ini juga 
terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.Ketidak jelasan pada harga 
dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidak jelasan 
pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, 
seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa 
menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya. Syaikh As-Sa‟di 
menyatakan : “Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma‟dum (belum 
ada wujudnya), seperti habal al habalah dan as-sinin, atau kepada jual-beli yang tidak 
dapat diserahterimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada 
ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya.  
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Ibnul Qayyim juga mengatakan:Tidak semua gharar menjadi sebab 
pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, 
maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak 
jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau 
buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas 
darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman 
dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak 
mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang 
mungkin dapat dilepas darinya. 
 Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar 
didasarkan kepada larangan Allah Swt. atas pengambilan harta/ hak milik orang lain 
dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar 
terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.34 Hal ini berdasarkan 
Firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa/4:29 
َٰٓ   يَٰٓه  عَٰٓ ًة  ز   ِجتَٰٓ  نىُك تَٰٓ ن أَٰٓ  َِّلَإَٰٓ ِلِط   بۡلِٱبَٰٓ مُك ىۡي بَٰٓ مُك ل   ىۡم أَٰٓ ْا  ُىلُكۡأ تَٰٓ  لََٰٓ ْاُىى  ما  ءَٰٓ  هيِذَّلٱَٰٓ ا هُّي أ
َٰٓ ُىُلتۡق تَٰٓ  لَ  وَٰٓ ۡۚۡمُكى ِّمَٰٖٓضا  ز تَٰٓاٗميِح  رَٰٓۡمُِكبَٰٓ  نا  كَٰٓ َّللَّٱَٰٓ َِّنإَٰٓ ۡۚۡمُك  ُسفو أَْٰٓا٩٢ََٰٰٓٓ
Terjemahnya: 
29.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
                                                             
34
 Nadratuzzaman Hosen”Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi” Al-Iqtishad: Vol. I, No. 
1, Januari 2009.h, 54 
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.35 
Salah bentuk bentuk transaksi antar sesama manusia yaitu jual beli atau utang 
piutang, dalam transaksi inilah terkadang ada unsur batil apabila tidak ada sifat 
kehatian-hatian dalam berakad maka dari itu sebagai orang beriman kita harus 
memperhatikan prinsip ekonomi islam agar kita terhindar dari yang dilarang oleh 
agama kita. Dan terkaadang sebagian masyarakat islam sudah menjalankan 
transaksi yang dilarang tersebut akan tetapi tidak mengetahuinya bahwa yang 
tersebut itu dilarang dalam agama kita. Akan tetapi berbeda dalam hal transaksi 
yang mengandung riba terkadang seseorang mengetahui bahwa riba itu dilarang 
akan tetapi tetap juga melaksanakan transaksi yang mengandung riba tersebut baik 
itu dari utang piutang maupun dari transaksi yang mengandung unsur gharar. 
H. Persamaan Anjak Piutang dengan Hiwalah 
Berdasarkan pengertian Anjak piutang dengan hiwalahh dalam islam sama-
sama memiliki pengertian sebagai pengalihan hutang akan tetapi dalam hiwalah 
sering kali terjadi dimasyarakat yaitu ketika pihak yang berhutang belum atau 
sudah tidak bisa lagi membayar hutangnya kepada pihak pengutang maka salah 
seorang yang mengambil alih penagihan pembayaran utang tersebut. Hiwalah 
dalam islam tidak ada yang namanya tambahan dari nilai pokok yang ada hanya 
                                                             
35Kementrian Agaman RI,Al-Qur’an Tajwid dan Termahnya(Surakarta:Ziyad visi media, 
2009), h.83. 
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sekedar tolong-menolong. Jadi apilah dalam pengalihan utang piutang lantas ada 
tambahan atau keuntungan bagi penerima pengalihan pembayaaran hutang maka 
pada dasarnya itu bukan hiwalah, karena hiwalah tidak ada riba apalagi gharar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  
Menurut jenisnya, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta 
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.1 
Lokasi penelitian dilakukan pada kelompok arisan yang berada di Desa Bone 
kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Alasan dipilihnya penelitian pada Pratik arisan 
ibu rumah tangga di desa Bone ini karena terdapat transaksi anjak piutang baik itu 
sesama ibu rumah tangga maupun kepada masyarakat pada umunya.  
B.  Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Fenomenologi dan 
pendekatan Kritik. Istilah Fenomologi diperkenalkan oleh J.H.lambert, tahun 1764, 
untuk menunjukkan pada teori kebenaran. Setelah itu istilah ini diperluas 
pengertiannya.sedangkan menurut kockelmans, Fenomologi digunakan dalam filsafat 
pada tahun1765, yang kadang-kadang ditemukan dalam karya-karya Immanuel Kant, 
                                                             
1Tohiri, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Dan Bimbingan Konseling: 
Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara 
serta Model Penyajian Data, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3. 
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yang kemudian di definisikan secara baik dan kontruksikan sebagai makna secara 
teknis oleh Hegel. Menurut Hegel, Fenomologi berkaitan pengetahuan yang muncul 
dalam kesadaran, sains yang mendeskripsikan apa yang dipahami seseorang dalam 
kesadaran dan pengalamannya. 
 Fenomologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman 
seseorang. Makna tentang sesuatu yang dialami seseorang akan sangat bergantung 
bagaimana seseorang berhubungan dengan  sesuatu itu,sejalan dengan itu, menurut 
Litlejohn dan Fos, Fenomologi berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa, 
atau suatu kondisi dalam persepsi kita.2 Dalam hal ini,fenomologi berarti membiarkan 
realitas/fenomena/pengalaman itu membuka dirinya. Jadi peneliti menggunakan 
pendekatan fenomologi dalam penelitian ini karena penulis  beranggapan bahwa ada 
suatu fenomena yaitu transaksi anjak piutang  yang dipraktikkan dalam arisan oleh 
ibu rumah tangga itu bertentangan dengan prinsip ekonomi islam, yaitu adanya unsur 
ketidak jelasan dalam akad awal serta adanya  tambahan bersyarat (dugaan awal) 
akan tetapi dalam hal ini peneliti tersadar bahwa belum bisa sepenuhnya 
menyimpulkan  demikian, tanpa ada kajian terlebih dahulu secara mendalam 
mengenai fenomena tersebut. 
 
 
                                                             
2
O.Hasbiansyah,”Pendekatan Fenomolog:Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu social dan 
Komunikasi”,Mediator, Vol. 9, No. 1 Juni 2008. 
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C.  Sumber Data  
Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan 
penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.3 Jenis data 
yang dapat diperoleh berdasarkan sumbernya yakni data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dengan melakukan wawancara 
langsung kepada beberapa elemen masyarakat khususnya ibu rumah tangga,yang 
melakukan transaksi  anjak piutang terhadap praktik arisan. Sedangkan, data sekunder 
di dapatkan dari  sumber tertulis seperti buku, jurnal, serta website-website yang 
dapat memberikan informasi tentang bentuk transaksi anjak piutang, riba, dan gharar.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 
penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.4 Metode 
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 
metode wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang 
menyangkut tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 
pewawancara dan  yang diwawancarai (informan). Pewawancara akan menggunakan 
                                                             
3Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2008), h. 97. 
4Sudaryono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.205. 
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panduan wawancara yang telah disusun dengan sistematis.5 Sedangkan metode 
dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau 
dokumen, serta hal-hal yang terkait dengan tujuan penelitian. Adapun dokumen yang 
dibutuhkan yakni referensi tentang bentuk transaksi anjak piutang. Informan 
penelitian yaitu kedua belahpihak pelaku anjak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 
E.  Instrumen Penelitian  
Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 
dalam pengumpulan data.6 Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang sangat 
penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data 
yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, 
instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu berupa laptop dan 
smartphone untuk menungjang data-data yang diperlukan, selain itu penulis juga 
menggunakan pulpen, serta buku sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, 
ditambah lagi dengan jaringan internet yang digunakan sebagai alat untuk 
memperoleh jurnal dari media online yang bersangkutan. 
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 
Teknik pengolaan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang 
disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang 
                                                             
5Moh.Natsir, Metode Penelitian, (jakarta: Ghalia Indonesia,2003), h.174 
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi 
revisi;Jakarta:Rineka Cipta,2006), h.68 
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diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.7 Peneliti melakukan pencatatan dan 
berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat 
penelitian dilakukan.  
Berikut teknik pengelolaan data akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai 
berikut: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data adalah proses perangkuman data dengan cara memilih hal-hal 
yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Pada tahap ini penulis dengan melihat penyajian data akan mencoba 
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh 
menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang 
didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Pada bagian ini penulis mulai 
menyusun data sesuai ketentuan penulisan agar data tersebut lebih mudah 
dipahami. 
3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclution Drawing/Verification) 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir  dalam 
menganalisis data penelitian kualitatif. Akan tetapi, kesimpulan awal biasanya 
masih bersifat sementara sehingga dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti 
                                                             
7Pawito, Penelitian komunikasi kualitatif, Cet.1. (Yogyakarta: PT Lkis,2008), h. 89. 
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yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun 
sebaliknya, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang 
valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan 
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang andal dan teruji (kredibel). 
 
G.   Pengujian Keabsahan Data   
Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi. Triangulasi adalah pendekatan anaslisa data yang diperoleh dari berbagai 
sumber. Menurut Bachri (2010)  triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang 
benar-benar abash dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dngan cara memamfaatkan seuatu yang 
diluar ddata itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data 
itu sendiri, untuk memperdalam validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi 
antara lain: 
1. Triangulasi Sumber  
Menurut Bachri(2010) Triangulasi sumber berarti membandingkan atau 
mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 
yang berbeda, dalam penelitian ini penulis akan mencoba melakukan 
perbandingkan  antara teori dan prinsip yang telah dijadikan rujukan dengan hasil 
wawancara baik dari elemen masyarakat maupun dari ahli terkait masalah 
tersebut. Penulis akan mencoba mencari perlakuan terhadap  kedua pihak pada 
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saat melakukan transaksi anjak sesuai dengan kriteria yang telah diambil pada 
saat pemilihan sampel.  
 
2. Triangulasi Teori 
Triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan atau lebih 
untuk diadu  untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki 
syarat. Untuk ittu dperlukan rancangan analisis data yang lebih lengkap dengan 
demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif (Bachri,2010) 
Pada penelitian ini, penulis akan mencoba memadukan antara prinsip keadilan, 
konsep anjak piutang dan konsep ribah dan gharar dalam islam. Guna mencari 
solusi dalam transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan terhidar dari nilai-
nilai yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam,  
3. Triangulasi Metode (methodologgical triangulation) 
Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan imformasi atau 
data dengan cara yang berbeda (Rahardjo,2010) triangulasi metode adalah usaha 
mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. 
Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan 
triangulasi teori. Pada triangulasi data, peneliti akan mengumpulkan hasil 
wawancara, dimana informan berasal dari berbagai elemen masyarakat terkhusus 
ibu rumah tangga,dan pelaku transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan. 
Penulis akan mencoba menelusuri  bentuk transaksi anjak yang ada pada prkatik 
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arisan ibu rumah tangga, dan penulis juga akan mencari imformasi dari ahli yang 
dianggap betul-betul paham  mengenai trnasaksi anjak piutang . 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1.  Profil Kecamatan Bajeng dan Desa Bone 
Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten 
Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan Ibukota 
Kabupaten Gowa.Dari segi geografis Kecamatan Bajeng terdiri dari dataran 
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palangga 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar  
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo  
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat  
Koordinat dan ketinggian letak kantor Desa/Kelurahan,  desa yang paling 
jauh dari permukaan laut adalah Desa Bone sedangkan Desa yang paling dekat 
dengan laut adalah Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng merupakan wilayah 
dataran yang memiliki wilayah seluas 60,09 Km2 atau 3,19% dari luas wilayah 
daratan Kabupaten Gowa Kecamatan Bajeng mempunyai 14 wilayah 
Desa/Kelurahan dengan desa yang terluas adalah Desa Pabentengang dengan luas 
wilayah 8,89 Km2 atau 14,79% dari luas Kecamatan Bajeng. Untuk desa yang 
terkecil adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 2,5 Km2 atau 1,22% 
dari Luas Kecamatan Bajeng. Presentasae masing-masing dapat dilihat pada 
gambar 4.1. berikut. 
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Gambar 4.1. 
Persentase Luas Wilayah Kecamatan Bajeng Menurut 
Desa/Kelurahan 
 
 Sumber: Desa/kelurahan 
Akses dari Ibukota kecamatan keseluruh Desa/Kelurahan di wilayah 
Kecamatan Bajeng relatif  mudah,karena semua Desa/Kelurahan dapat dilewati 
dengan kendaraan roda empat maupun roda dua. 
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Tabel 4.1. 
Kordinat dan Ketinggian Letak Kantor 
Menurut Desa/Kelurahan 
 
Sumber: BPS Kabupaten Gowa 
Desa Bone merupakan salah satu dari sepuluh Desa di wilayah Kecamatan 
Bajeng yang terletak 3,5 Km kearah Barat dari Kota Kecamatan Bajeng yang 
jarak tempuhnya kurang lebih 20 menit apabilah berkendara dengan kecepatan 
standar. Desa bone mempunyai luas wilayah seluas ± 3,58 Km2. Jalan yang 
menghubung antara ibu kota kecamatan dengan desa Bone itu tidak begitu baik 
karena di desa sebelumnya yaitu desa Tamaklalang jalannanya sudah rusak parah 
sehingga arus transportasi tidak begitu lancer dan nyaman. 
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2. Batas - batas wilayah Desa Bone sebagai berikut: 
Sebelah Utara   : Desa Bone  
Sebelah Selatan              : Desa Borimatangkasa, Kec. Bajeng Barat 
Sebelah Timur  : Desa Bontosunggu 
Sebelah Barat   : Desa Biringngala, Desa Moncobalang Kec.         
  Barombong 
3.  Jumlah Penduduk 
Desa Bone memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.783 jiwa, yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 2.882 jiwa dan perempuan sebanyak 2.901 jiwa.  
 Adapun berdasarkan data statistik data penduduk Desa Bone 
berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tabel 4.2.  
Tabel 4.2.Data penduduk berdasarkan data statistik Desa Bone 
NO 
JENIS KELAMIN 
TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 2.882 2.901 5.783 
sumber : Profil Desa Bone tahun 2018 
Desa Bone terdiri atas enam Dusun, yaitu Dusun Buka, Dusun 
Appabone, Dusun Mannuruki, Dusun Ritaya, Dusun Ripangngainta dan 
Dusun Paranga. Adapun pada Dusun Buka jumlah penduduk sebanyak 979 
jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 472 jiwa dan perempuan sebanyak 
507 jiwa. Sedangkan Dusun Appabone jumlah penduduk sebanyak 1.341 jiwa, 
60 
 
terdiri dari laki-laki sebanyak 686 jiwa dan perempuan sebanyak 655 jiwa. 
Sedangkan Dusun Mannuruki jumlah penduduk sebanyak 561 jiwa, terdiri 
dari laki-laki sebanyak 287 jiwa dan perempuan sebanyak 274 jiwa. 
Sedangkan Dusun Ritaya jumlah penduduk sebanyak 858 jiwa, terdiri dari 
laki-laki sebanyak 423 jiwa dan perempuan sebanyak 435 jiwa. Sedangkan 
Dusun Ripangngainta jumlah penduduk sebanyak 1.268 jiwa, terdiri dari laki-
laki sebanyak 633 jiwa dan perempuan sebanyak 635 jiwa. Dan Dusun 
Paranga jumlah penduduk sebanyak 776 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 
381 jiwa dan perempuan sebanyak 395 jiwa. 
Adapun berdasarkan data statistik data jumlah penduduk perdusun 
Desa Bone berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tabel 4.3. 
Tabel 4.3. data statistik jumlah penduduk perdusun Desa Bone  
N 
O 
JENIS 
KELAMI
N 
 
NAMA DUSUN 
 
TOTAL Buka 
Appabon
e 
Mannuruk
i 
Ritay
a 
Ripangngaint
a Paranga 
1 Laki-laki 472 686 287 423 633 381 2.882 
2 Perempuan 507 655 274 435 635 395 2.901 
JUMLAH 979 1.341 561 858 1.268 776 5.783 
Sumber : Profil Desa Bone tahun 2018 
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4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bone  
Mata pencaharian di Desa Bone terdiri dari beberapa profesi ialah 
Petani sebanyak 877 jiwa, Pedagang sebanyak 128 jiwa, PNS sebanyak 60 
jiwa, TNI/ POLRI sebanyak 13 jiwa, Karyawan swasta sebanyak 102 jiwa, 
wiraswasta sebanyak 194 jiwa, pensiunan sebanyak 36 jiwa, buruh harian 
sebanyak 287 dan yang tidak bekerja sebanyak 4.081 jiwa.  
Berdasarkan data statistik mata pencaharian penduduk Desa Bone 
Berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dalam dapat kita lihat pada tabel 
4.4.berikut:  
Tabel 4.4. Mata pencaharian penduduk desa Bone 
 
NO 
 
PEKERJAAN 
 
JENIS KELAMIN 
 
TOTAL 
Lk Pr 
1 Petani 841 36 877 
2 Pedagang 99 29 128 
3 PNS 31 29 60 
4 TNI/POLRI 13 0 13 
5 Karyawan Swasta 80 22 102 
6 Wiraswasta 176 18 194 
7 Pensiunan 26 10 36 
8 Buruh Harian 282 5 287 
9 Tidak Bekerja 1.333 2.748 4.081 
Jumlah 2.882 2.901 5.783 
 Sumber: Profil Desa Bone tahun 2018 
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5. Penggunaan Dana Desa Bone  
Jumlah dana desa dari tahun pertahun sejak 2015 sampai 2018 yaitu sebagai 
berikut : 
Tahun 2015  : Rp. 297.371.851,91 
Tahun 2016  : Rp. 666.491.133,00 
Tahun 2017  : Rp. 849.047.356,00 
Tahun 2018  : Rp. 1.042.017.924,00 
6. Penggunaan dana desa berdasarkan kelompok bidang , yaitu: 
Pembangunan 
- 2015 : Rp. 284.371.851,91 
- 2016 : Rp. 650.491.133 
- 2017 : Rp. 815.521.600 
- 2018 : Rp. 1.019.017.924 
Pemberdayaan Masyarakat 
- 2015 : Rp. 13.000.000 
- 2016 : Rp. 16.000.000 
- 2017 : Rp. 33.525.656 
- 2018  : Rp. 23.000.000 
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B. Bentuk Transaksi Anjak Piutang Secara Langsung 
 Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Bone kecamatan Bajeng 
kabupaten Gowa dengan menggunakan metode wawancara kepada masyarakat 
khususnya ibu rumah tangga yang pernah melakukan kegiatan transaksi anjak 
piutang yang menjadi informan, maka peneliti menemukan dua bentuk transaksi 
yaitu anjak piutang langsung dan anjak piutang tidak langsung. Anjak piutang 
secara langsung yaitu anjak yang ketika dialihkan ke seseorang maka pihak 
pertama atau yang mengajakkan arisannya setelah melakukan akad sudah tidak 
memiliki urusan atau campur tangan didalamnya seperti yang dikatakan oleh ibu 
Endang bahwa: 
“kemarin itu saya beli arisan mingguannya orang  karena datang 
kerumah pas setelah gajian mungkin dia tau kalau baru-baru sudah 
gajian, jadi natawarkanmi bilang ada arisanku mba arisan mingguan 
enam kali lotmi sudah saya bayar, seratus ribumi kasika mba 
lanjutkanmi itu arisanku, jadi saya kasimi uang seratus ribu karena 
kupikir untungka dua ratus ribu, kan itu arisan mingguan diabayar lima 
puluh ribu setiap minggu, jadi sayami yang lanjut itu arisannya sampai 
selesai. Itu waktu  arisan kalau naik totalnya dua juta”.1 
Dari apa yang dikatakan ibu Endang tersebut dapat dipahami bahwa pada 
saat ibu Endang memberikan uang kepada seseorang yang mengajakkan atau 
mengalihkan arisan kepadanya, pihak penganjak atau pengalih arisan sudah tidak 
memiliki lagi campur tangan atau tanggung jawab lagi  dengan pihak kelompok 
arisan, karena setelah kesepakatan tersebut ibu Endanglah yang akan 
                                                 
1ibu Endang,Wawancara, 29 oktober 2018. 
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bertanggung jawab membayar arisan sampai selesai,  Maka dari itu dikatakan 
anjak piutang secara langsung. Mengenai alasan terjadinya anjak piutang secara 
langsung peneliti wawancara dengan ibu Hasniah, dan ibu Hasniah mengatakan: 
“saya kujual arisanku gara-gara mau bayar cicilan mobil, sedikitji saya 
arisanku lima juta limah ratusji klo naik. itu arisan, arisan 250ribu 
satu kali lot dan arisan dilot tiap bulannya. Dua belas lotmi yang 
sudah kubayar dan naambilkan orang 2jutaji maumi diapa butuhki 
uang untuk bayar cicilan, kalau tidak begitu nanti ditarik mobilka, ka 
kalau tidak begitu juga biasa tidak ada yang mau lanjut itu arisan 
kalau dijual sesuai uang yang masuk, karena rata-rata kalau jual 
orang arisan begituki dan memang kalau di piker-pikir yang 
membeliji itu yang untung, tapi yang namanya kita yang butuh yahh 
maumi diapa”.2 
Dari apa yang dikatakan ibu Hasniah bahwa alasan pertama dalam 
melakukan anjak piutang secara langsung karena membutuhkan dana cepat 
dalam pembayaran credit mobilnya, kedua karena dana yang diperlukan tidak 
terlalu besar, berbeda halnya dengan anjak piutang secara tidak langsung yang 
pengalihan atau penjualannya skala besar. Untuk mengenai lebih jelasnya kita 
dapat liahat pada halaman selanjutnya. 
 
 
 
 
                                                 
2Ibu Hasniah,Wawancara,28 oktober 2018 
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Tabel 4.5. Bentuk Transaksi Anjak Piutang secara langsung 
Penjual Arisan/Penganjak Pembeli Arisan/Penerima Anjak 
Nilai Tambah 
Total arisan 22 lot 
(5.500.000) 
Telah dibayar 12 lot 
(3.000.000) 
Yang dijual/dianjakkan yaitu 
yang telah dibayar sebesar 
Rp3.000.000 
 
Pembeli/penerima 
anjak piutang arisan 
tersebut sebesar  
Rp. 2.000.000 
Nilai tambah yang 
didapatkan penerima 
anjak/pengurangan 
yang didapatkan 
penjual/penganjak 
sebesar 
 Rp.1.000.000 
Anjak piutang secara langsung dalam pengalihan atau yang dijual adalah total 
yang sudah dibayar yaitu Rp. 3.000.0000, bukan total arisan Rp. 5.000.0000  dan 
pada saat di jual atau dialihkan arisan tersebut pada pihak penerima anjak hanya Rp. 
2.000.0000 dapat dihitung dengan mudah bahwa pengurangan atau tambahan dari 
kedua pihak yaitu sebesar Rp. 1.000.0000. 
C. Bentuk Transaksi Anjak Piutang Tidak Langsung 
Sebagian orang beranggapan bahwa kegiatan arisan merupakan salah satu 
bentuk tabungan yang dimana seberapa banyak yang mereka konsikan atau 
kumpulkan maka suatu saat akan kembali dengan jumlah sesuai kesepakatan. Akan 
tetapi lain halnya apabila salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut 
mendapatkan masalah dalam perekonomian pribadinya  yaitu membutuhkan dana 
secara tiba-tiba maka sering terjadi malah rugi yang didapatkan dalam melakukan 
transaksi tersebut. Dikatakan rugi apabilah mereka sudah menganjakkan arisannya 
dengan nilai yang mererka sudah masukkan dalam perkumpulan tidak sesuai. 
Bentuk transaksi anjak piutang yang peneliti temukan dalam praktik arisan ibu 
66 
 
rumah tangga di desa Bone yang kedua yaitu transaksi anjak piutang secara tidak 
langsung dan ini biasnya terjadi pada saat membutuhkan dana cepat dan jumlah 
yang lebih besar disbanding anjak piutang secara langsung, mengenai hal tersebut 
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Dia selaku penganjak: 
“itu arisan banyak sekali anggotanya, baru arisan mingguan 200ribu 
dibayar perminggu yang sudah kubayar baru empat kali(800ribu), klo 
naik totalnya 18juta,  dan pada saat itu saya jual kepada hj.herawati 10 
juta,jadi nakasima hj.Herawati 10juta, nantipi naik tompi arisanku baru 
naambil hj.Herawati anjo 18 jutaya”3       
Bentuk anjak piutang secara tidak langsung yang dimaksud adalah setelah 
melakukan akad atau kesepakatan penjualan (istilah masyarakat) dan pihak pembeli 
arisan telah memberikan dana sesuai yang disepakati maka pihak penjual atau yang 
mengalihkan arisan tersebut masih memiliki tanggung jawab terhadap pembayaran 
arisan sampai arisan tersebut selesai. Dikatakan anjak secara tidak langsung karena 
pihak penjual atau pengalih arisan tidak secara langsung lepas tanggung jawabnya 
terhadap pembayaran arisan tersebut sampai arisan tersebut berakhir. 
Mengenai alasan terjadinya bentuk transaksi anjak piutang secara tidak langsung 
tersebut seperti yang dikatakan kembali oleh ibu Dia, bahwa: 
“alasan saya menjual arisan saya pada waktu itu karena saya sementara 
membangun rumah, baru itu rumah lama sekalimi dikerja kasian na 
belumpi jadi-jadi karena dikerja sedikit-sedikitki ,itumi gara-gara dana 
juga tidak cukup kalau dikerja sekaligus makanya ada tompi sede uang 
baru dikerja, maupi ini masuk musim hujan tahun lalu mau cepat-cepat 
                                                 
3
 ibu Dia, Wawancara.25 oktober 2018  
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di suruh selesaikan supaya bisami ditempati sebelum musim hujan 
datang”4 
Transaksi anjak piutang secara tidak langsung itu paling  sering terjadi 
pada situasi yang sangat genting dan membutuhkan dana dengan jumlah yang 
lebih besar sedangkan anjak piutang secara langsung biasanya terjadi karena 
kebutuhan-kebutuhan kecil dan biasa juga karena anggota tersebut sudah mersa 
tidak mampu untuk melanjutkan apembayaran arisan tersebut dikarenakan ada 
kebutuhan lain yang lebih penting maka dialihkankan atau dianjakkanlah 
arisannya secara langsung.  
Selain itu peneliti juga mewawancarai ibu Hj.Herawati selaku pembeli 
arisan si ibu Dia dan selaku pihak yang sering membeli arisan apabilah ada yang 
ingin menjuaal arisannya, sekaligus pemegang kumpulan uang dari Arisan 
mingguan tersebut dan Hj.Herawati ini terkenal amanah dalam memegang uang 
arisan karena kata masyarakat atau ibu rumah tangga sekitar beliau sudah 
puluhan tahun bergelut disitu akan tetapi tidak pernah ada kasus mengenai   
permasalah dalam pengumpulan uangnya, peneliti menanyakan perihal yang 
menjadi kesehariannya itu, Hj.Herawati berkata: 
“iya betul, saya sering membeli arisan tetapi saya tidak pernah patok 
harga bilang sekianmo, biasanya ibu-ibu yang datang kerumah sendiri 
yang tawarkan arisannya, dia bilang ajji belimi arisanku sekianmo  
butuh sekalika ini uang ada kebutuhanku, jadi saya pikir apa salahnya 
kalau kubeli itu arisan dia sendiri yang mau .baru pernah  juga itu belika 
                                                 
4
 ibu Dia, Wawancara.25 oktober 2018 
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arisan pake uangyaji juga orang jadi kalau kubeli sesuai total arisan 
biasa lamai juga baru naik rugima saya,rugi waktu,jangan sampai ada 
tong kebutuhan mendadakku untung-untung kalau cepatji naik 
arisannya, kalau pas terakhir baru naik arisannya saya yang rugi, 
makanya haruspi ada lebihnya, karena yang begini sabarpi karena 
untung-untungan orang tidak bisa ditebak kapan lompat namanya.”5 
Menurut ibu Hj.herawati dari penjelasan tersebut bahwa dalam hal ini 
untung-untungan, orang,menurutnya jika arisan yang dia beli cepat naik maka dia 
yang untung dan sebaliknya apabila diakhir naik maka penjual yang untung. 
Akan tetapi dari aspek keseluruhan tetap penjual atau penganjak yang mengalami 
kerugian. Hal lain juga dikatakan oleh informan penjual atau penganjak arisan 
bahwa mereka melakukan anjak dengan adanya tamabahan yang diterima oleh 
pihak penerima anjak itu dikarena sudah menjadi kebiasaan didaerah tersebut, 
apabila tidak dengan bentuk transaksi demikian yaitu ada tambahan diterima oleh 
penerima anjak maka tidak ada orang yang mau mengambil alih atau membeli 
arisan tersebut kudua jenis transaksi tersebut baik dari transaksi anjak piutang 
secara langsung maupun transaksi anjak piutang secara tidak langsung itu sama-
sama hanya mengejar tambahan atau keuntungan yang di dapatkan dari 
penganjak tersebut. Berikut tabel mengenai anjak piutang tidak langsung. 
 
 
 
                                                 
5hj.Herawati .Wawancara, 26 oktober 2018 . 
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Tabel 4.6. Bentuk Transaksi Anjak Piutang Tidak Langsung 
Penjual Arisan/Penganjak Pembeli Arisan/Penerima Anjak 
Nilai Tambah 
Total arisan 90 lot 
(Rp18.000000) Telah dibayar 
4 lot (Rp 800.000) 
Yang dijual/dianjakkan yaitu 
tota Arisan Rp18.000.000 
 
Pembeli/penerima anjak 
piutang arisan tersebut 
sebesar 
 Rp. 10.000.000 
Nilai tambah yang 
didapatkan penerima 
anjak sebesar 
Rp.7.200.000 
Anjak piutang secara langsung dalam pengalihan atau yang dijual adalah total 
keseluruan arisan yaitu Rp. 18.000.0000, bukan total yang sudah dibayar Rp. 
800.0000  dan pada saat di jual atau dialihkan arisan tersebut pada pihak 
penerima anjak hanya Rp. 10.00.0000 dapat dihitung dengan mudah bahwa 
pengurangan atau tambahan dari kedua pihak yaitu sebesar Rp. 7.200.000. 
D. Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Anjak Piutang 
Keadilan merupakan sebuah  prinsip yang harus dan bahkan wajib dimiliki 
oleh setiap manusia baik secara kelompok maupun secara individu demi 
tercapainya kesejahteraan baik dalam berhubungan sosial maupun. Dalam 
Agama islam keadilan sangat di junjung dan mendapat tempat yang sangat 
istimewah di sisi Allah Swt, maka barang siapa seorang muslim ingin 
memperoleh kedudukan tinggi disisi Allah Swt  maka sepantasnyalah mereka  
berpegang teguh kepada hukum Allah Swt yang telah menjadi pedoman bagi 
umat muslim. 
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dalam hal transaksi seperti yang telah dibahas sebelumnya dan berdasarkan 
observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang ditinjau dengan 
berdasarkan sudut pandang perspektif islam terkait transaksi anjak piutang dalam 
praktik arisan ibu rumah tangga yang terjadi di desa Bone, khususnya di Dusun 
Ripangainta, yaitu mengenai prinsip keadilan yang terdapat dalam transaksi 
anjak piutang dalam praktik arisan ibu rumah tangga tersebut. . Allah  berfirman 
dalam surah Al-An’am ayat 38: 
 
... ِفِ اَيۡط ََّرف ا َّن  ۚ ِبََٰتِك
ۡ
لٱ    ء َۡشَ وِن... ٣٨  
 Artinya: 
  38. Tidaklah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab,  
 Dari ayat  tersebut maka tidak tepat jika Islam dianggap hanya sebuah aturan 
ritual, apalagi banyak yang mengatakan masalah keduniawian seperti halnya  
berbisnis dan pembagunan tidak ada sangkut pautnya dengan Islam.  Pandangan 
seperti ini disebabkan umat Islam (atau umat lain) tidak memahami ajaran Islam 
secara utuh, padahal semua urusan ibadah dan muamalah manusia sudah diatur di 
dalamnya6. Termasuk muamalah disini adalah segala jenis transakasi, apakah 
transaksi jual beli maupun di transaksi utang piutang. 
                                                 
6Imron Mawardi,Praktek Gharar pada Bisnis. JESTT Vol. 2 No. 2 Februari 2015  
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  Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Keadilan adalah 
salah  satu aturan atau  prinsip yang penting dalam perekonomian islam. Bersikap 
adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-qur’an atau sunnah 
Rasul akan tetapi harus berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana 
alam diciptakan berdasarkan keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi 
bisa diterapkan dalam beberapa hal, baik dari penentuan harga suatu transaksi, 
dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.7 
Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan dalam 
Al-qur’an, bahkan salah satu tujuan risalah kenabian adalah untuk penegakan 
keadilan.8 Adanya prinsip ini adalah salah satu bentuk  untuk tidak terjadinya 
transaksi yang untung sepihak ataupun sebaliknya yaitu merugikan salah satu 
pihak.  
Dalam Al-Qur’an kata Adil ada yang bermakna menyamakan (al-musawah) 
seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa/4 
 اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي۞ٱ َويِ
َّ
لَّ  ِ ة َينِنَٰ َّو
َق 
ْ
اُوىو
ُ
ك 
ْ
اوُيَناَءٱ ِطِۡسق
ۡ
ل  ۡمُكِسُفى
َ
أ َٰٓ
َ
َعَل ۡو
َ
لَو ِ َِّلِلّ َٓءاَدَهُش
 ِو
َ
أٱ ِۡوي َِلَِٰ َو
ۡ
ل  َوٱ  َِينبَرۡق
َ ۡ
لۡ  َف اِٗيرَقف ۡو
َ
أ اًِّييَغ ۡوَُكي ِنإٱ ُ َّلِلّ  
ْ
اوُِعتََّتت 
َ
َلَف ۖ اَهِِهة َٰ
َ
لَۡو
َ
أ
ٱ َٰٓىَوَه
ۡ
ل  
ُ
لِدۡعَت ن
َ
أ  
ْ
او  ُو
ۡ
َلت نوَإِ ٓۥ 
ْ
ا  َِّنَإف 
ْ
اوُِضرۡعُت ۡو
َ
أٱ َ َّلِلّ  اِٗيرتَخ َنُولَهۡعَت اَِهة َنَكَ١٣٥  
 
                                                 
7Amiruddin K,Dasar-Dasar Ekonomi Islam. (Makassar:Alauddin Press 2014), h.42 
  
8Kementian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan,(Al-Had:25)  
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    Terjemahnya: 
  135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan. 
 
Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa adil tidak memandang kesiapa saja baik 
dari pihak keluarga ataupun bukan maka tetap kita harus berlaku adil bahkan 
kepada diri  sendiripun harus berlaku adil dan seperti yang di paparkan pada 
pembahasan sebelumnya bahwa secara garis besar adilnya suatu transaksi ialah, 
transaksi 
 tersebut terbebas dari yang namanya Riba,Gharar dan Maysir. Apabila dalam 
suatu transaksi terdapat unsur Riba, gharar,dan Maisyir itu sudah dijelas dilarang 
dalam Islam, maka dari itu kita selaku umat islam harus berhati-hati dalam 
bertransaksi. Mengenai masalah keadilam diantara kedua pihak dalam transaksi 
tersebut menurut ustad munawir selaku tokoh agama yaitu: 
    ”kalau memang kajadian dilapangan seperti itu maka tidak ada 
keadilan dalam transaksi tersebut,yang ada hanya kedzoliman yang 
malah memberatkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. 
Sejatinya utang piutang adalah tolong menolong bukan mencari 
keuntungan.jadi, apabila sudah ada keuntungan didapatkan didalamnya 
maka unsur tolong menolonngya hilang”. 
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Maksud dari pernyataan beliau adalah jika ingin menjual atau mengalihkan 
suatu utang maka tidak boleh ada keuntungan didalamnya karena pihak sebelah itu 
berada dalam keterpurukan ekonomi maka pihak sebelahnya sebagai orang yang 
beriman tidak boleh lagi menambah beban saudaranya dengan cara memberikan 
syarat terhadap trnsaksi yang dilakukan.  Jadi menerima pengalihan utang bagi 
orang yang mampu atau berkelapangan dalam islam itu adalaah salah satu bentuk 
bantuan terhadap orang yang ingin mengalihkan utangnya. Landasan yang dapat 
dijadikan dasar akad pengalihan utang yaitu terdapat dalam sebuah hadits riwayat 
al-Bukhari yang artinya sebagai berikut:     
 
 
                                    
                                      
Artinya: 
                 “Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila 
seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia 
ikuti.”9 
Pada hadits ini jelas bahwa  Rasulullah memberitahukan kepada orang yang 
menguntungkan, jika orang yang berhutang ingin mengalihakan utangnya kepada 
orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima peralihan utang tersebut dan 
hendaklah ia menagih kepada orang yang mengalihkan utang tersebut. Karena 
pada dasarnya menerima pengalihan utang tersebut merupakan salah satu bentuk 
                                                 
9Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 
325. 
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bantuan bagi orang yang ingan mengalihkan pembayaran utangnya.10 Jadi dalam 
transaksi anjak piutang dalam islam itu addalah salah satu bentuk tolong 
menolong. Allah Swt telah memerintahkan umat manusia untuk melakukan 
transaksi jual beli maupun utang piutang dan melarang keras praktik-praktik yang 
berujung kepada kedzoliman baik yang mengandung riba maupun gharar. Riba 
atau gharar dilarang karena  memberikan dampak yang sangat besar keddepannya 
dan malah menambah masalah bagi pihak yang berhutang atau melakukan 
transaksi yang semacam itu. masalah tersebut berupa beban yang harus di 
bayarkan atau dilunasi dengan nilainya yang tidak sama dengan nilai yang 
dipinjamkan bahkan biasanya ada yang menghampiri dua kali lipat dan dapat 
bertambah sesuai dengan lamanya.  
E. Tinjauan Riba dan Gharar dalam Transaksi Anjak Piutang 
Dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat manusia yang tidak terlepas dari 
kata transaksi yang terkadang melakukan kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan 
yang diinginkan oleh syariat. Akan tetapi tidak menyadari bahwa transaksi yang 
dilakukan tersebut dilarang oleh syariat. Dan transaksi yang dilarang akan tetapi 
paling sering terjadi ditengah-tengah kita yaitu transaksi yang mengandung riba 
bahkan ada individu yang sudah tau akan larangan transaksi tersebut tetapi tetapi 
tetap dilakukan dengan alasan darurat dan lain-lain. Allah SWT mengancam para 
pemakan riba dalam firman-Nya: 
                                                 
10Baerin Octaviani,Perbandingan Konsep Anjak Piutang. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan 
Syariah Vol. 6 No. 2 Desember 2015 
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ِنَإف  َوِّن  بَۡرِبِ 
ْ
اُوىَذ
ۡ
أَف 
ْ
اُولَعۡفَت ۡم
َّ
لٱ ِ َّلِلّ  ِِلوَُسرَو ۖۦ  ُسوُُءر ۡمَُكل
َف ۡمُتُۡبت نوَإِ
 َنوُهَلۡظُت 
َ
لََو َنوُِهلۡظَت 
َ
لَ ۡمُِكلَٰ َوۡن
َ
أ٢٧٩  
Terjemahnya:  
279.Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya11. 
Maksud dari ayat tersebut jika tetap mengambil melaksanakan transaksi 
yang mengandung riba, maka Allah dan Rasulnya mengancam perang, jika 
bertaubat,maka harta pokoknya saja yang diambil, tambahan riba tidak boleh 
diambil. Janganlah berbuat dzalim dengan mengambil lebih dari harta pokok, 
jangan pula di dzolimi dengan mengambil kurang dari harta pokok tadi. Islam 
menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan 
penderitaan masyarakat baik itu secara ekonomi sosial maupun moral. 
Riba sendiri pada umumnya para ulama membagi menjadi dua yaitu, riba 
nasi’ah dan riba fadhl. Riba nasi’ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang 
disyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman darri yang berhutang sebagai 
konpensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut.12 Allah 
melarang dan mengaharamkan kegiatan yang demikian. Sedangkan riba fadhl, 
merupakan yang sejenis dan disertai tambahan baik berupa uang maupun 
                                                 
11Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qura‟an dan Terjemahnya,(Qs. AlBaqarah: 
279) 
12Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet. Ke-1 Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013,Jilid 5, h.107 
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makanan.13 Istilah dari riba fadhl diambil dari kata al-fadhl yang artinya 
tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. 
Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang 
begitu jelas membahas masalah utang yang apabila belum mampu pihak yang 
berhutang berilah dia (pihak yang berutang) waktu atas pembayaran, bunyi ayat 
sebagai berikut: 
                                                                          
         
   Terjemahnya:  
280.Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 
  Sesuai dari ayat tersebut bahwa Dalam hal utang aataupun pengalihannya 
apabila terjadi transaksi yang demikian  tidak boleh menambah nilai pinjaman 
pada saat pembayaran dengan alasan adanya tempo dalam pengembalian karena 
hal tersebut hanya menambah beban baru terhadap pihak yang berhutang seperti 
halnya dalam transaksi anjak piutang yang mengalami pengurangan nilai pada saat 
pengalihan atau dengan kata lain ada tambahan nilai yang didapatkan oleh pihak 
yang menerima anjak tersebut pada saat proses arisan selesai. Dengan cara yang 
                                                 
13
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah…,h. 391-392 
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seperti itu maka pihak yang menganjakka arisannya malahan mendapatkan 
kerugian disaat dirinya membutuhkan bantuan. 
Transaksi anjak piutang yang dilakukan oleh ibu Dia kerugiannya mencapai 
empat puluhan persen dari nilai uang yang sudah masuk sebagaimana yang 
dikatakan ibu Dia bahwa: 
“arisan mingguan 200ribu dibayar perminggu yang sudah kubayar baru 
empat kali(800ribu), klo naik totalnya 18juta,  dan pada saat itu saya jual 
kepada hj.herawati 10 juta,jadi nakasima hj.Herawati 10juta, nantipi naik 
tompi arisanku baru naambil hj.Herawati anjo 18 jutaya” 
    Dari pengalaman ibu Dia tersebut dapat dipahami bahwa transaksi anjak 
yang dilakukan itu mengalami pengurangan yang sangat banyak dengan kata lain 
banyak tambahan atau keuntungan yang didapatkan oleh penerima anjak piutang 
tersebut sementara ibu Dia dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan dan 
malahan kerugian yang didapatkan meskipun dalam keadaan darurat maka dalam 
hitungan normal ibu Dia tetap dikategorikan rugi. Tambahan atau pengurangan 
tersebut telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak dan transaksi yang 
demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bone.  Seperti halnya 
transaksi anjak yang dialami  oleh ibu Hasniah yang mengalami pengurangan 
ungkapnya: 
“saya kujual arisanku gara-gara mau bayar cicilan mobil, sedikitji saya 
arisanku lima juta limah ratusji klo naik. itu arisan, arisan 250ribu satu 
kali lot dan arisan dilot tiap bulannya. Dua belas lotmi yang sudah 
kubayar dan naambilkan orang 2jutaji maumi diapa butuhki uang 
untuk bayar cicilan, kalau tidak begitu nanti ditarik mobilka, ka kalau 
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tidak begitu juga biasa tidak ada yang mau lanjut itu arisan kalau dijual 
sesuai uang yang masuk, karena rata-rata kalau jual orang arisan 
begituki dan memang kalau di piker-pikir yang membeliji itu yang 
untung, tapi yang namanya kita yang butuh yahh maumi diapa”.14 
Pengurangan yang  dialami oleh ibu Hasniah atau penambahan yang diterima 
oleh pihak penerima anjak tersebut kurang lebih sepuluh persen dan menurutnya 
juga merasa rugi dengan benruk transaksi yang dilakukan akan tetapi semua itu 
dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan Cuma cara ini yang 
ditempuh pada saat itu agar bisa menabayar cicilan kendaraannya.  Terkait dengan 
transaksi tersebut , peneliti melakukan wawancara kepada salah satu dosen fiqih 
muamalah yang peneliti anggap cakap untuk menjawab permasalahan tersebut 
beliau juga sekaligus sekretaris jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yaitu Drs.Thamrin Logawali S.H.,M.H. 
beliau mengatakan bahwa : 
“Bahwa dikatakan riba apabila dalam transaksi ada unsur penganiayaan 
atau penindasan, pensyaratan dan sudah menjadi kebiasaan. Mengenai 
tambahan yang ada pada transaksi itu tidak sepenuhnya  bisa dikatakan 
riba kita lihat dulu apakah ada pada saat akad ataukah tambahan itu ada 
diakhir transaksi karena adanya rasa terima kasih atas bantuan yang 
diberikan, jika tambahan diakhir dan tidak termasuk persyaratan pada saat 
melakukan akad semata-mata memberikan rasa terimah kasih itu sudah 
merupakan bentuk hibah atau pemberian bukan ribah. Yang salah jika 
yang ingin menerima pengalihan utang tersebut mensyaratkan bahwa dia 
tidak mau kalau tidak sekian nah itu yang salah. Meskipun didalamnya 
                                                 
14Ibu Hasniah,Penganjak.Wawancara.28 oktober 2018.  
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tidak ada akad akan tetapi sudah menjadi kebiasaan maka itu sudah 
termasuk riba. Mengenai ghararnya saya rasa itu terletak pada perjanjian 
naiknya arisan itu tidak jelas atau tidak rinci tidak ada penetapan tanggal 
sekian meskipun jelas bahwa pasti akan mendapatkan giliran akan tetatapi 
tidak pasti bahasanya terlalu tinggi tingkat pemberian harapannya 
palsunya.”15 
Dalam transaksi anjak piutang nanti dikategorikan mengandung riba jika 
dalam transaksi tersebut ada unsur penganiayaan, penindasan,dan tidak manusiawi  
apabila orang sudah meminta bantuan lalu menanggapinya dengan persyaratan 
yang memberatkannya dengan adanya tambahan maka itu sudah tidak manusiawi 
dan itu sudah jelas ada unsur riba didalamnya. Dan mengenai transaksi ini pula 
pendapat lain yaitu dari Ustad. Munawir S,Pd.i selaku tokoh agama setempat  
beliau adalah sekretaris Majelis Tarjih Muhammdiyah Kab.Gowa dan beliau juga 
berprofesi sebagai pengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah jenjang SMP 
dan SMA. Beliau berpendapat bahwa: 
”dalam arisan itu ada beberapa masalah yang terdapat didalamnya. 
pertama, berawal dari bahasa menjual karena bahasa yang dipakai 
masyarakat adalah kata jual akan tetapi disini tidak ada serah 
terima,mengalihkan atau melimpahkan pembayaran arisan(anjak piutang 
dalam praktik arisan), arisan sendiri adalah utang, berarti sacara 
sederhananya menjual utang, sedangkan dalam islam kita dilarang menjual 
sesuatu yang belum kita miliki, kan dalam arisan itu belum sepenuhnya 
milik kita maka dalam hal itu kita tidak boleh menjualnya. Masalah 
selanjutnya ketidak pastian naiknya atau adanya resiko kedepannya karena 
terbukti banyak sekali arisan yang bermasalah, baik itu dari anggota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
bermasalah dalam pembayaran   bahkan yang sering terjadi dimasyarakat 
yaitu pemegang arisan membawa  lari uang yang telah dikumpulkan dan itu 
                                                 
15Thamrin Logawali,Akademisi,Wawancara,Samata 6 november 2018. 
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semua adalah hal ghoib atau resiko yang kita tidak bisa prediksi 
sebelumnya. Dan yang selanjutnya mengenai selisi atau tambahan dari 
penjualan arisan(anjak piutang) itu sudah jelas riba dan itu sangat dilarang 
dalam islam”.16 
Dalam praktik arisan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sering terjadi 
anjak piutang dalam praktik arisan yang terindikasi adanya unsur riba, kenapa 
dikatan riba karena adanya kesepakatan atau persyaratan tambahan dia awal aqad,  
dan ini sesuai pada pembahasan sebelumnya mengenai  pendapat ulama secara 
umum bahwa tambahan yang demikian itu adalah dikategorikan seabgai riba 
nasiah. Transaksi semacam inilah yang paling sering dilakukan banyak orang 
terutama dalam hal utang-piutang .  
Selanjutnya, yaitu tinjauan adanya gharar dalam transaksi anjak piutang dalam 
praktik arisan. Al gharar itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan 
kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan 
keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni 
sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain- lainnya. Sebagaian ulama 
mutaakhhirin telah mentarjihkan definisi gharar dengan memilih pendapat Ibn 
Taimiah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa al gharar adalah sesuatu 
yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, 
sifat dan ukurannya. Dan pembahasan sebelumnya itu sesuai dengan menurut 
madzhab Syafi’I, Ibnu Qoyyim dan Ibnu Hazm di dalam jurnal Nadratuzaman 
Hosen bahwa: 
                                                 
16Ustd.Munawir, Tokoh agama, Wawancara,limbung 31 oktober 2018.  
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“gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari 
pandangan dari sesuatu yang dapat dapat memberikan akibat yang tidak 
diharapkan atau akibat yang menakutkan dan tidak dapat di ukur 
penerimaanya baik barang tersebut ada maupun tidak ada contonya 
dalam hal jual beli yaitu membeli kuda liar yang belum tentu bisa 
ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. karena 
melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad 
tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.”17 
Dalam penjelasan ketiga pendapat tersebut yang dimaksud Gharar adalah 
apabila transaksi tersebut tidak dilihat maupun diprediksi tentang hasil akhir 
kedepannya apakah memberikan dampak yang negatif ataupun positif, jika suda 
bisa diukur penerimaanya dengan kata lain sudah ada kepastian dan dari pihak 
yang melakukan akad sudah tau objek dari akad tersebut maka sesuai penjelasan 
sebelumnya itu sudah tidak termasuk gharar. Dari beberapa penjelesan sebelumnya 
baik dari hadits, imam madzhab, akademisi, tokoh agama dan yang lain apababilah 
kita rangkum semua sudah jelas dan kita sudah memahami bagaimana transaksaksi 
Anjak Piutang terhadap Praktik Arisan Ibu rumah tangga Berdasarkan Perspektif 
Islam. 
 
                                                 
17Nadratuzzaman Hosen “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi” Al-Iqtisad: Vol. 1,No.1, 
Januari 2009.h,53  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan memiliki persamaan dengan 
hiwalah, persamaan transaks anjak piutang terhadap praktik arisan yaitu sama-sama 
transaksi yang berkaitan dengan peralihan pembayaran utang, tetapi pada umumnya 
anjak piutang terhadap praktik arisan berujung pada ke untungan sedangkan hiwalah 
salah satu bentuk tolong menolong. Beberapa kesimpulkan dari hasil penelitian  
sebagai berikut: 
1. Mengenai bentuk transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu 
rumah tangga yang terjadi di Desa Bone kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa. pada umumnya dalam melakukan transaksi anjak piutang atau 
mengalihkan tagihan pembayaran arisan nanti pada saat ada kebutuhan 
yang mendesak dan mereka anggap tidak ada jalan lain yang paling mudah 
selain melakukan anjak piutang atau mengalihkan penagihan pembayaran 
arisannya untuk mendapatkan dana  yang mereka butuhkan, dengan 
catatan harus ada penambahan atau keuntungan yang akan diterima oleh 
pihak yang menerima anjak atau mengaambil alih arisan tersebut agar 
mudah atau cepat ada yang merespon penganjakan piutang. dan hal yang 
seperti demikian sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat khususnya 
bagi yang sering melakukan arisan. 
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2. Pada dasarnya dalam melakukan kegiatan bertransaksi harus sesuai kaidah 
islam yaitu harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam nah dalam 
transaksi yang harus di utamakan adalah keadilan. Keadilan dalam 
transaksi yaitu tidak adanya unsur riba,gharar maupun maisyir. Sedangkan 
dalam transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan ibu rumah tangga 
menurut beberapa informan dan dikaitkan oleh pendapat para ahli maka 
transaksi tersebut mengandung unsur gharar dan riba. Ghararnya berada 
pada ketidak pastian penempatan waktu dalam hal pelunasan arisan itu 
sendiri sedangkan yang dianggap Ribanya adalah berada pada tambahan 
atau kelebihan yang bersyarat dan sudah menjadi kebiasaan. 
B.  Implikasi Penelitian 
Sebagai penulis atau peneliti  dari hasil penelitian maka adapun saran-saran 
atau masukan kepada pihak yang melakukan transaksi anjak piutang baik dari pihak 
yang mengalihkan ataupun dari pihak yang menerima pengalihan atau anjak piutang 
serta para pembaca: 
1. Bagi pihak yang menganjakkan arisannya, sebaiknya jangan mengalihkan 
atau mengajjakan ke orang lain, pinjam atau ngutang saja supaya lebih jelas 
penetapan waktunya pengembaliannya. 
2. Bagi penerima anjak paham bahwa dalam islam membantu sesame yang 
membutuhkan lebih utama disbanding mengejar keuntungan dengan kata 
lain jangan lagi ada pensyaratan beban bagi orang yang berbeban. 
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